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ABSTRAK 

 

Nama : SARI RAHMA DIANA, NIM:141200370 Judul Skripsi : 

Pemikiran Sekularisasi Politik Islam Menurut Ali Abd Raziq dan Nurcholis 

Madjid (Studi Komperatif), Skripsi, Fakultas Syariah. Universitas Islam 

Negri Sultan Maulana Hasanudin Banten. 2018. 

Sekularisasi dalam konteks politik Islam menurut Ali Abd Raziq 

Adalah sebuah pemikiran yang harus memisahkan antara otoritas agama dan 

dunia. Baginya pengaturan system ketatanegaraan sepenuhnya diserahkan 

kepada otoritas konsep, teori dan pemikiran manusia. Sementara menurut 

Nurcholis Madjid sekularisasi bukan berarti secara ekstrim memisahkan 

agama dan Negara. Sekularisasi versi Nurcholis adalah desakralisasi yakni 

tidak memandang bahwa Islam hanya melalui bicara soal kesakralan, tapi juga 

bicara soal duniawi. 

Rumusan  Masalah dalam penulisan ini adalah Bagamaina Pemikiran 

Ali Abd Raziq tentang Sekularisasi politik Islam?  Bagamaina Pemikiran 

Nurcholis Madjid tentang Sekularisasi politik Islam? Dan Bagaimana 

persamaan dan perbedaan pemikiran Ali Abd Raziq dan Nurcholis Madjid 

tentang Sekularisasi Politik Islam?. 

Tujuan  penelitian dari skripsi ini Untuk mengetahui pemikiran Ali 

Abd Raziq tentang sekularisasi  politik Islam, Untuk mengetahui pemikiran 

Nurcholis Madjid tentang sekularisasi politik Islam, Dan untuk mengetahui 

persamaan dan perbedaan pemikiran Ali Abd Raziq dan Nurcholis Madjid 

tentang Sekularisasi Politik Islam. 

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 

metode penelitian analisis Deskriptif Kualitatif. Artinya metode ini digunakan 

karena data yang digunakan berupa Kepustakaan, yaitu  Library research. 

dengan cara membaca dan mengutip tulisan yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang dibahas berupa buku-buku, artikel, naskah dan dokumen-

dokumen lain yang berkaitan dengan permasalah yang dibahas.  

Hasil penilitian ini menjelaskan secara komperatif penulis 

menganalisis dari kedua sudut pandang tokoh diatas, bahwa mereka sama-

sama memandang bahwa sekularisasi dalam konteks Islam adalah bicara soal 

peran agama dan dunia. Bedanya, sekularisasi versi Ali Abd Raziq dalam 

konteks politik Islam adalah memisahkan agama dan dunia. Keduanya harus 

dipisahkan. Sementara versi Nurcholis Madjid, sekularisasi bukanlah aecara 

ekstrim memindahkan agama dan dunia, tapi yang diamksud sesungguhnya 

adalah desakralisasi dan rasionalisasi. Yakni ketika berfikir soal politik Islam, 

sekali-kali jangan disakralkan tapi dirasionalkan. Dari analisis diatas penulis 

menilai bahwa pemikiran sekularisasi dalam politik Islam versi Nurcholis 

Madjid tampak lebih elegan ketimbang pemikiran Ali Abd Raziq. 
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MOTTO 

،ْقاَلَْ:ْقاَلَْرَسُولُْاللَّه ْصَلَّىْاللَّهُْ عنهْاللهْرضىْمَال كْ ْب نْ ْأنََسْ عَنْ 
رَتهَُْل دُن  يَاهُْ :  "عَلَي ه ْوَسَلَّمَْ رتَ ه ْ،ْوَلاْآخ  خ  ْتَ رَكَْدُن  يَاهُْلِ  ليَ سَْب خَي ر كُم ْمَن 

ن  يَاْبَلاغٌْإ لَىْالِ ْ هُمَاْجَم يعًاْ،ْفإَ نَّْالدُّ ن   يبَْم  رَ حَتَّىْيُص  )رواهْْخ 
ْالديلمىْوابنْعساكر(.

 

Dari Anas Ibn Malik RA. Ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda,    

“Kamu tidak dianggap baik, karena mementingkan urusan akhirat 

semata, sementara mengabaikan urusan akhirat dan mementingkan 

urusan dunia, sementara mengabaikan urusan akhirat. Hendaklah 

keduanya seimbang, karena urusan dunia adalah jembatan menuju 

akhirat dan sekali-kali kamu jangan menyandarkan segala sesuatu 

kepada orang lain”. (HR. Al-DailamidanIbn ‘Asakir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara sederhana, sekularisasi dapat dipahami sebagai proses 

terlepasnya manusia dari kawalan agama atau metafisik yang 

menguasai akal dan bahasa mereka. Proses ini juga menandai 

terbebasnya dunia dari pemaknaan tentang dirinya sebagaimana 

diajarkan oleh agama ataupun sistem kepercayaan lainnya yang 

mirip agama. Sebagai sebuah proses, sekularisasi mengusung 

ideologi sekularisme, yaitu suatu ide atau sistem etika yang 

berlandaskan pada moral alamiah dan terlepas dari agama atau 

bentuk-bentuk supranaturalisme lainnya.1 

Sebagai sebuah fenomena sosial, sekularisasi terjadi di berbagai 

bidang kehidupan manusia. Melalui proses westernization dan 

modernization, sekularisasi beroperasi pada wialayah-wilayah 

sosial, politik, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Dalam 

wilayah politik, sekularisasi biasa dikenal dengan istilah 

Desacralization of Politics,yaitu pembebasan wilayah politik dari 

unsur-unsur rohani atau agama. 

Sekularisasi tidak dapat dipahami dan tidak dapat dilepaskan 

dari konteks sejarah Gereja. Istilah Sekularisasi itu sendiri berasal 

dari kata latin “sacculum” yang berarti suatu zaman (an age), satu 

abad atau lebih sedikit. Segala persoalan sekularisasi adalah dalam 

konteks kebudayaan Barat, “Chris-tendom” (Alam Kristen). 
                                                           

1  Mohamad Latief,  Islam dan Sekularisasi Politik di Indonesia , dalam 

TSAQAFAH  : Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 13, No. 1 (Mei 2017), University of 

Malaysia, h.2. 
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Pengertian sekular pada abad 19 diartikan sebagai bidang-

bidang dimana Gereja (Christian Concience) tidak berhak ikut 

campur tangan dalam bidang-bidang seperti politik, ekonomi, dan 

ilmu pengetahuan. 

Istilah sekularisme lahir pada tahun 1851. Oleh Holyeake 

(1817-1906), sekularisme diartikan sebagai nama sistem etika dan 

filsafat yang bertujan memberi interpretasi atau pengaturan kepada 

kehidupan manusiia tanpa kepercayaan kepada Tuhan, Kitab Suci 

dan Hari Kemudian. Dalam pertemuannya di Yerussalem pada 

1928, International Missionary Council mendefiniskan sekularisme 

sebagai cara hidup dan interpretasi kehidupan yang hanya mengakui 

susuna alami semua materi, dan yang merupakan keharusan bagi 

kehidupan dan pemikiran. Jadi, sekularisme adalah suatu sistem 

kepercayaan atau sikap yang hidup pada dasarnya menolak adanya 

atau pentingnya realitas selain realitas yang dapat diukur dengan 

metode-metode ilmu pengetahuan. 

Dalam hubungan ini, perlu dibedakan antara sekularisasi dengan 

practical secularism, yaitu sekularisme yang tidak bersandar 

kepada ideologi dan sekadar dilihat dari sudut prektis, Hal ini 

terjadi karena Gereja tidak mampu menyesuaikan diri dengan 

perkembangan dan perubhan masyarakat, sehingga masyarakat 

tidak tidak lagi mengindahkan ajaran-ajaran Gereja.2 

Politik islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah 

siyasah syar’iyyah. Dalam Al Muhith, siyasah berakar kata sasa-

yasusu. Dalam kalimat Sasa addawaba yasusuha siyasatan berarti 

                                                           
2   Faisal Ismail, Paradigma Kebudayaan Islam Studi Kritis dan Refleksi 

Historis, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1966), h.57. 
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Qama ‘alaiha wa radlaha wa adabbaha (mengurusinya, 

melatihnya, dan mendidiknya). 

Al-siyasah juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, 

atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan 

memimpinnya. Secara tersirat dalam pengertian siyasah terkandung 

dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu : 

1. “Tujuan” yang hendak dicapai melalui proses 

pengendalian, 

2. “Cara” pengendalian menuju tujuan tersebut. 

Secara istilah politik islam adalah pengurusan kemaslahatan 

umat manusia sesuai dengan syara’. Pengertian siyasah lainnya oleh 

Ibn A’qil, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Qayyim, politik islam 

adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih jauh dari 

kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan 

(bahkan) Allah SWT tidak menentukannya. Pandangan poltik 

menurut syara’, realtinya pasti berhubungan dengan masalah 

mengatur urusan rakyat baik oleh negara maupun rakyat. Sehingga 

definisi dasar menurut realita dasar ini adalah netral. Hanya saja tiap 

ideologi (kapitalisme, sosialisme, dan Islam) punya pandangan 

tersendiri tentang aturan dan hukum mengatur sistem politik mereka. 

Dari sinilah muncul pengertian politik yang mengandung pandangan 

hidup tertentu dan tidak lagi netral. 

Ali Abd Raziq lahir dari keluarga feodal Mesir pada tahun 1888 

M, di sebuah desa pendalaman al-Sha’id yang termasuk didalam 

wilayah Provinsi Menia, dan Meninggal pada tahun 1966 M. 

Ayahnya bernama Hasan Abd al-Raziq Pasha, salah seorang teman 

Muhammad Abduh. Oleh karena Abd Raziq masih kecil, ia tidak 
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sempat secara langsung menjadi murid Abduh, dia adalah pengagum 

Abduh. 

Pendidikan formal Ali Abd Raziq di tempuh di Universitas al-

Azhar. Dalam usia kurang 10 tahun, Ali Abd Raziq sudah mulai 

belajar di Al-Azhar, pada Syekh Ahmad Abu Khalwat, sahabat 

Muhammad Abduh. Ahmad Abu Khalwat, Seperti juga Muhammad 

Abduh, adalah murid Jamaluddin al-Afghani. Ia juga selama 

beberapa tahun mengikuti kuliah di Universitas Mesir (sekarang 

universitas Cairo). Setelah memperoleh ijazah ‘alimiyyah dari al-

Azhar pada tahun 1911, ia mulai bertugas memberikan kuliah di 

Universitas tersebut pada tahun 1912.3 

Mungkin karena pengaruh Abduh bahwa dalam Islam tidak ada 

kekuasaan keagamaan, dan bahwa semua rakyat Mesir memikul 

tanggung jawab yang sama dan mempunyai hak-hak yang sama, 

baik dalam bidang politik, ekonomi, dan di muka hukum tanpa 

mempertimbangkan perbedaan agama dan keyakinan seperti yang 

tertera dalam program Partai Nasional Mesir yang dia rumuskan, 

serta sikapnya yang reseptif dan akomodatif terhadap peradaban 

Barat, maka dikalangan sementera sahabat, murid, dan pengikut 

Abduh berkembanglah kecendrungan ke arah nasionalisme dan/ atau 

‘sekularisme”. Atau barang kali lebih tepat makin kuatlah semangat 

nasionalisme dan paham “sekularisme” yang memang telah tumbuh, 

khususnya dikalangan cendekiawan Islam Mesir yang telah 

                                                           
3   Muji Mulia, Sejarah Sosial Dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq : 

Jurnal Ilmiah, Vol . 10, No. 2 (Februari 2011) , h.199. 
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mengenyam pendidikan Barat. Yang terkenal di antara mereka 

ada;ah Ahmad Lutfi Sayyid, Thaha Husein dan Ali Abd Raziq.4  

Nurcholis Madjid dilahirkan di Jombang, sebuah kota 

kabupaten di Jawa Timur, enam tahun menjelang Indonesia 

merdeka. Tepatnya, ia dilahirkan pada tanggal 17 Maret 1939 M, 

bertepatan dengan 26 Muharram 1358 H, dari keluarga kalangan 

Tradisional. Ayahnya, bernama H. Abdul Madjid, adalah seorang 

Kiyai alim hasil godokan Pesantren Tebuireng, dan termasuk dalam 

keluarga besar Nahdatul ‘Ulama (NU), yang secara personal 

memiliki hubungan sangat akrab dengan K.H Hasyim Asy’ary, salah 

seorang diantara Founding Fatber Nahdatul ‘Ulama. Sementara ibun 

ya, adalah adik dari Rais Akbar NU, dari ayah seorang aktivis 

Syarikat Dagang Islam (SDI) di Kediri, sewaktu organisasi ini masih 

banyak dipegang oleh para kiyai. 

Selanjutnya, kata Nurcholis sekularisasi juga berlaku hadap 

paham-paham keagamaan. Sekularisasi yang diyakininya bertumpu 

pada kepercayaan bahwa pada dasarnya manusia sama, semua 

manusia memiliki rasio dan dapat menggunakannya untuk 

memahami agama, maka rasionalisasi atas agama tak terhindarkan 

pada otoritas lama, apakah itu gereja atau kiyai dalam masyarakat 

kita. Masalah agama bukan masalah kyai atau pendeta, tetapi 

masalah semua umat, dan karena itu masing-masing umat harus 

paham dan bertanggung jawab dengan apa yang diyakininya.5 

                                                           
4  Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara, ajaran sejarah dan pemikiran, 

( Jakarta:  UI-Press , 1990), h.137. 
5  Nurcholis Madjid,  Wacana Keagamaan & Politik, (Jakata : PT. Raja 

Grafindo Persada, 1999), h.21. 
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Dari  uraian di atas penulis tertarik ingin mengetahui dan 

mengkajinya lebih lanjut, kemudian akan penulis tuangkan dalam 

sebuah skripsi yang berjudul : 

“PEMIKIRAN SEKULARISASI POLITIK ISLAM MENURUT 

ALI ABD RAZIQ DAN NURCHOLIS MADJID (STUDI 

KOMPERATIF)” 

 

B. Perumusan  Masalah 

Dari  latar belakang masalah yang telah di paparkan 

diatas maka penulis mengambil permasalahan yakni: 

1. Bagamaina Pemikiran Ali Abd Raziq tentang 

sekularisasi politik Islam? 

2. Bagamaina Pemikiran Nurcholis Madjid tentang 

sekularisasi politik Islam? 

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Ali 

Abd Raziq dan Nurcholis Madjid tentang 

sekularisasi politik Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di 

atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui pemikiran Ali Abd Raziq tentang 

sekularisasi  politik islam. 

2. Untuk mengetahui pemikiran  Nurcholis Madjid 

tentang sekularisasi politik Islam. 
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3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan 

pemikiran Ali Abd Raziq dan Nurcholis Madjid 

tentang sekularisasi politik Islam. 

 

D. Manfaat/Signifikansi Penilitian 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini memiliki 2 (dua 

manfaat/kegunaan), yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, Penelitian ini bermanfaat sebagai tolak 

ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan 

pelajari dari universitas islam tempat penulis belajar, khususnya 

pada masalah politik islam. 

2. Manfaat Praktis  

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini ialah 

bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang teori-teori 

politik islam, khususnya yang berkaitan dengan pemikiran 

politik Islam  Ali Abd Raziq dan Nurcholis Madjid. 

 

E. Penilitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak 

lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan 

pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain: 
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No  Nama Judul Skripsi Penelitian 

1 Qomarudin Khan 

Mahasiswa UIN 

YOGYAKARTA. 

Pemikiran politik 

Ibnu Taimiyah  

Dalam penelitian ini 

seacara singkat dalam 

beberapa bagian buku 

ini Qomaruddin telah 

menyinggung bahwa Ibn 

Taymiyah lebih 

mengagungkan agama 

dari pada politik. 

Sayangnya buku ini 

membahas pemikiran 

politik Ibn Taimiyah 

secara umum, sehingga 

cenderung abai terhadap 

dimensi sekularisasi 

dalam pemikiran Ibn 

Taimiyah sebagaimana 

menjadi pembahasan 

utama dalam tesis ini. 

2  Khalid Ibrahim 

Jindan 

Mahasiswa UIN 

YOGYAKARTA 

Teori politik 

Islam : Telaah 

Kritis Ibnu 

Taimiyah tentang 

Pemerintahan 

Dalam penelitian ini 

pemikiran politik Ibn 

Taymiyah serta 

memberikan beberapa 

catatan kritis 

didalamnya. Tetapi, 

buku ini terlalu fokus 
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Islam membahas pemikiran 

politik Ibn Taymiyah 

dalam karyanya as-

Siyasah asy-Syar’iyyah 

dan memberi porsi yang 

tidak banyak terhadap 

minhaj al-Snunnah al-

Nabawiyah fi naqdh 

kama al-Syi’ah wa’l-

Qadariyah yan g 

menjadi pustaka utama 

dalam tesis ini. 

 

Berdasarkan analisa pustaka yang telah disebutkan 

diatas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. Perbedaanya penelitian yang dijelaskan tersebut 

belum membahas sekularisasi politik Islam. Oleh karena itu 

akan sangat menarik untuk di bahas dan di kaji lebih lanjut. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Pemikiran Ali Abd Raziq berbeda dengan pemikiran 

Nurcholis Madjid dalam masalah politik Islam. Menurut Ali Abd 

Raziq, bahwa sejarah pemikiran politik mengajarkan bahwa 

pandangan-pandangan politik itu sealamanya tidak dapat dipisahkan 

dari peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitar pemikiran tokoh 

tersebut. Demikian pula situasi yang menyertai pertumbuhan pokok 

pikiran yang terdapat dalam diri Ali Abd Raziq dan mendorong 
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dirinya untuk mengemukakannya, yakni masa awal pecahnya 

perang dunia pertama dan masa-masa sesudahnya dalam kaitannya 

dengan khilafah, terutama di Mesir. 

Ketika menjadi perang dunia pertama, Inggris dapat 

menguasai Mesir tidak memberikan sedikitpun peluang kepada 

umat Islam untuk membangkitkan kembali sistem khalifah di semua 

wilayah Islam, dan dalam bentuk yang bagaimanapun juga. Sebab 

hal tersebut bertentangan dengan tujuan politik koloanialisme dan 

bertentangan dengan politik zionisme. Dan tipu daya Inggris pula 

yang menyababkan Muktamar Islam untuk menghidupkan kembali 

ke sistem khilafah di dunia Islam mengalami kegagalan dan 

terjadinya perpecahan pendapat di kalangan umat Islam.6 

Hasil dari Muktamar Internasional Islam yang dipusatkan di 

Kairo, suara umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok. 

Kelompok pertama, mempertahankan kepemimpinan Sultan Abdul 

Majid II (Turki), yang sudah dihapus oleh Mustafa Kemal. 

Kelompok kedua, mendesak agar mengangkat kekhalifahan Syarif 

Husain (Hijaz) yang pada tahun 1916 memberontak terhadap 

kekuasaan Turki dan mengatakan dirinya sebagai khalifah. 

Kelompok ketiga, pada umumnya terdiri dari pada ulama Mesir dan 

merupakan delegasi terbesar nuktamar, berusaha keras supaya 

Muktamar memutuskan agar raja Fu’ad dari Mesir diakui sebagai 

khalifah. 

 

                                                           
6 Muji Mulia, Sejarah Sosial Dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq,...., 

h.123. 
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Di tengah-tengah kondisi seperti ini, muncul pula buku yang 

ditulis oleh Ali Abd Raziq yang isinya menyatakan bahwa sistem 

khilafah tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman. Hal ini 

bertentangan dengan kondisi di berbagai wilayah Islam yang 

berusaha menghidupkan kembali sistem khilafah. Buku Ali Abdul 

Raziq dituduh mendukung politik penjajahan Inggris yakni politik 

koloanialisme yang memusuhi Islam.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemikiran Ali 

Abdul Raziq yang dituangkan dalam bukunya, tidak terlepas 

kaitannya dengan perkembangan keagamaan dan sosial politik 

Umat Islam khususnya Mesir ketika itu. Karyanya yang 

menyangkut khilafah ini menjadi sangat populer disebabkan isu 

khilafah yang baru dipadamkan oleh Mustafa Kemal dan adanya 

usaha keras dari para ulama untuk menghidupkannya kembali, 

lebih-lebih setelah usaha-usaha tersebut tidak membawa hasil. Ide 

kontroversial yang mengisi buku tersebut nampaknya dipengaruhi 

dari pada sistem Liberal Barat yang telah menyentuh banyak aspek, 

khususnya aspek pendidikan dan corak berfikir Ali Abd Raziq, 

dimana ia pernah belajar di negara Barat. Demikian pula dengan 

perubahan-perubahan yang sedang terjadi dalam berbagai aspek 

kehidupan umat Islam. Namun yang paling menonjol adalah dalam 

bidang pemikiran dan politik (pemerintahan) karena memang 

kondisi ketika itu menghendaki terjadinya hal-hal yang baru.7 

Sejak awal 80-an, memang sering muncul Istilah ‘Islam 

Politik’. Ini merupakan wacana yang di buat untuk menyebut 

                                                           
7  Muji Mulia, Sejarah Sosial Dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq,...., 

h.124. 
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golongan ‘fundamentalis’. Salah satu tokoh yang turut 

mempopulerkan istilah itu adalah intelektual muslim asal Mesir, 

Muhammad said al-Ashmawi. Dalam sebuah karyanya yang 

mengundang banyak perdebatan, tetapi sebenarnya hanya 

meneguhkan ide-ide politik Ali Abd Raziq, Asshmawi 

menggunakan istilah al-Islam al-Siyasi sebagai Islam gaya baru 

yang sengaja diciptakan oleh kaum fundamentalis.8  

Tokoh-tokoh libral seperti Ali Abd Raziq sangat menentang 

keras dikaitkannya  Islam dengan politik. Menurutnya, Islam 

hanyalah agama ubudiyyah (ritualis). Konsekuensinya adalah 

bahwa Islam tidak mempunyai sistem politik yang pasti. Kalau pun 

faktanya ada sistem politik yang muncul, kata Raziq, itu hanyalah 

hasil rekayasa para ulama, hasil ijtihad para ulama Islam klasik.9 

Terkait piagam Madinah (Madinah Charter) yang menjadi dasar 

kaum fundamental untuk mengakui adanya negara Islam, Raziq, 

sebagaimana kaum libral lainnya juga percaya bahwa itu 

merupakan aspek kebetulan temporal bukan asli dari wahyu. Alasan 

Raziq seperti yang ditulis oleh Abdurrahman Wahid untuk menolak 

bahwa Islam mempunyai konsep dan sistem politik yang jelas 

adalah, pertama, Did alam al-Qur’an tidak pernah ada doktrin, 

kedua, prilaku Nabi Muhammad sendiri tidak memperlihatkan 

watak politis dan ketiga, Nabi Muhammad juga tidak pernah 

merumuskan secara definitif mekanisme penggantian jabatannya.10 

                                                           
8  Abd. Halim, Relasi Islam Politik & Kekuasaan, (Lkis Yogyakarta : PT. 

LkiS Printing Cemerlang,  2013), hal.38. 
9  Abd. Halim, Relasi Islam Politik & Kekuasaan,...., hal.39 
10  Abd. Halim, Relasi Islam Politik & Kekuasaan,...., hal.40 
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Sedangkan menurut Nurcholis Madjid tentang politik Islam 

bahwa orientasi keislaman yang kuat selalu dikaitkan dengan 

oposisi terhadap pemerintah. Menurutnya, hal ini di sebabkan Islam 

memainkan suatu peranan konsisten sebagai sebuah ideologi 

(rallying ideology) terhadap koloanialisme. Peranan ini 

menghasilkan kemerdekaan nasional, karena kaum muslimin 

mengemukakan gagasan politikyang tidak sesuai dan sebangun 

dengan tuntuan praktis era sekarang, sehingga tumbuhlah prasangka 

politik yang berorientasi Islam dengan pemerintah yang berorientasi 

nasional. Nurcholis madjid menjelaskan bahwa Islam itu sendiri 

bukan sebuah teori atau ideologi, lebih jauh ia mengatakan, dalam 

bidang politik Islam berada posisi yang mengiringi syariah dan 

lebih dekat dengan filsafat dengan dinamika dan wataknya sendiri. 

Pandangan politik seperti ini mendapat dukungan dari 

Watak islam inklusif yang selama ini menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dari berbagai pandangan Nurcholis. Berkaitan dengan 

ini Nurcholis mengatakan bahwa umat Islam sepanjang ajaran 

agamanya, membangun cita-cita politiknya adalah dalam rangka 

mewujudkan kebaikan bersama, (cita-cita kemanusiaan). Bagi 

Nurcholis, cita-cita politik Islam itu sendiri sesungguhnya 

merupakan bagian yang terpisahkan dari substansi al-Qur’an itu 

sendiri. Dalam ungkapan yang lebih jelas Nurcholis mengatakan :  

“Ajaran-ajaran universal Islam menyediakan bagi kaum 

Muslim pandangan etika asasi untuk melandasi pilihan dan 

keputusan dalam tindakan hidup, termasuk dalam bidang sosial 

politik yang dianggapnya paling menopang usaha mewujudkan cita-

citanya yaitu kebaikan bagi semua. Untuk tujuan itu pula ia bekerja 
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sama dengan orang-orang lain, dalams emangat kemanusiaan yang 

terbuka. Kerjasama itu dapat melahirkan perjanjian dan 

kesepakatan, sedangkan imat Islam adalah “mereka yang setia pada 

perjanjian itu”. 

Lebih dari itu, pandangan politik tersebut mendapat wujud 

historisnya dalam realitas sejarah Islam itu sendirian, yang mana 

sudah terealisir dalam 30 tahun pertama masa awal Islam, pada 

masa Rasulullah SAW. Dan Sahabatnya, al-Khulafa al-

Rasyidin,para khalifah yang bijaksana.11 

Salah satu persoalan yang banyak menimbulkan perselisihan 

pendapat di kalangan banyak orang ialah agama dan negara dalam 

Islam. Persoalan itu menghasilkan berbagai pendapat, yang 

terpenting di antaranya kurang lebih seperti berikut. Pertama,Islam 

adalah satu-satunya agama yang tidak mengenal pemisahan antara 

soal agama dan politik. Penilaian seperti ini sering dikemukakan 

orang Barat, dengan konotasi bahwa Islam berlainan dengan 

Kristen yang berprinsip pemisahan antara agama (“gereja”) dan 

politik (“negara”), yaitu sekularisme, yang menurut mereka 

merupakan titik tolak kemajuan peradaban Barat modern. Kedua, 

pendapat yang mirip juga dianut oleh sebagian umat Islam sendiri, 

dengan konsekwensi bahwa menjadi seorang Muslim dengan 

sendirinya berarti memikul tanggung jawab mendirikan atau 

membentuk negara Islam, bahkan sebagai ajaran keagamaan murni, 

tidak dapat tegak dan terlaksana penuh kecuali dalam sebuah negara 

                                                           
11 Nurcholis Madjid,  Wacana Keagamaan & Politik, (Jakata : PT. Raja 

Grafindo Persada, 1999), hal. 189. 
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Islam. Kehidupan kaum Muslimin di negara-negara bukan Islam 

dipersoalkan secara cukup asasi. 

Ketiga,  berbeda dari pendapat diatas, pendapat ketiga 

mengatakan bahwa Islam sama sekali tidak mengenal politik, baik 

sejak dahulu zaman Nabi saw sampai sekarang. Semua klaim 

kenegaraan Islam melibatkan persoalan teologis yang serius, 

menurut mereka adalah berjalan diluar legalitas (kesabian) yang 

diajarkan Islam. Keempat, pendapat terakhir ini menunjukan 

kenyataan sejarah bahwa Nabi saw, khususnya setelah madinah 

hijrah ke madinah, telah bertindak sebagai Utusan Allah dan Kepala 

Negara sekaligus. Jadi, sejak awal pertumbuhannya Islam memang 

menunjukan adanya hubungan tertentu antara agama (“sakral”) dan 

negara (“profan”). Hanya saja, masalah politik atau kenegaraan 

tidaklah termasuk initi ajaran keagamaan Islam itu sendiri, 

melainkan suatu segi saja dari adanya keharusan melaksanakan 

pesan-pesan moral keagamaan, khususnya yang bersangkutan 

dengan kehidupan masyarakat umum, bukan semata kehidupan 

pribadi.12 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dilakukan 

penelitian: 

                                                           
12  Nurcholis Madjid, Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern  (Jakarta : 

PT. Mediacita, 2000),  hal. 191. 
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Kepustakaan, yaitu  Library research. dengan cara 

membaca dan mengutip tulisan yang ada hubungannya 

dengan permasalahan yang dibahas berupa buku-buku, 

artikel, naskah dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan 

dengan permasalah yang dibahas. 

2. Pengolahan data 

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut diolah 

dengan menggunakan metode : 

a. Metode deskriptif yaitu penulis memperoleh informasi 

secara rinci dengan menguraikannya. 

b. Metode induktif, yaitu penulis mempelajari data-data yang 

bersifat khusus untuk menjadikan bahan dalam memperoleh 

kesimpulan yang bersifat umum. 

3. Teknik Penulisan 

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada: 

a. Pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syari’ah UIN 

“SMH” Banten. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, 

maka penulis membagi kepada lima bab dan beberapa sub bab 

yaitu sebagai berikut: 

Bab I tentang  Pendahuluan yang terdiri dari Latar 

Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang 

Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Pembahasan. 
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Bab II Tinjauan Umum Tentang Sekularisasi Politik 

Islam yang terdiri dari 

Pengertian Sekular dan Sekularisasi, Pengertian Politik Islam. 

Bab III tentang  Biografi Ali Abd Raziq dan Nurcholis 

Madjid yang terdiri dari Riwayat hidup Ali Abd Raziq dan 

Nurcholis Madjid, dan Karya-karya Ali Abd Raziq dan 

Nurcholis Madjid. 

Bab IV Analisis Pemikiran Sekularisasi Politik Islam 

Menurut Ali Abd Raziq Dan Nurcholis Madjid yang terdiri dari 

Pemikiran Ali Abd Raziq Tentang Sekularisasi Politik Islam, 

Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Sekularisasi Politik Islam,  

Persamaan dan perbedaan pemikiran Ali Abd Raziq dan Nurcholis 

Madjid tentang sekularisasi politik Islam 

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan, saran-

saran dan daftar pustaka. 
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                          BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG SEKULARISASI 

POLITIK ISLAM 

C. Pengertian Sekular dan Sekularisasi 

Kata sekular secara konseptual dan etimologis berasal dari 

bahasa latin, saeculum, yang mulai dipakai pada abad ke empat 

Masehi, masa kerajaan Romawi. Pada awalnya, saeculum mengacu 

pada waktu atau era, yakni menunjukan tentang masa kehidupan 

seseorang, sebuah kota atau sekelompok masyarakat. 

Konsep sekular yang dibangun atas pembedaan dunia menjadi 

ruang profan dan sakral nampak jelas pada awal penggunaan istilah 

sekularisasi yang dimaksud untuk memilah proses legal-historis 

tertentu. Konsep sekularisasi, yang mucul pada abad ke sembilan 

belas, merujuk dua proses : pertama, proses kanonik (undang-undang 

gereja) yang memerintahkan para pendeta yang tinggal di biara-biara 

untuk kembali ke “duni”, karenanya menjadi “sekular”, dan kedua, 

proses historis penyerahan dan pengambilaan kekayaan gereja yang 

diikuti Reformasi Protestan dan peperangan agama. Menurut Jose 

Casanova, sekularisasi merujuk pada relokasi manusia, benda, fungsi 

dan makna dari ruang yang bersifat religious kepada berbagai macam 

ruang yang bersifat sekular. 

Pada masa kontemporer ini, “tesis sekularisasi” yang 

dikemukakan para pemikir klasik dan abad dua puluh tersebut 

dipertanyakan. Pada sekarang ini terjadi perdebatan yang sangit 

antara pemikir ilmu sosial dan humaniora, antara mereka yang 

mengkritiknya dengan terus mempertahankannya. Meskipun fondasi 
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pernyataan kedua kelompok tersebut berbeda; pendukung dan 

pengkritik “tesis sekularisasi” memiliki konsepsi sejarah yang sama 

yakni; sekularisasi adalah sebagai gerakan dari masa pra modern ke 

masa modern (pandangan evolutif tentang perkembangan 

masyarakat), tetapi mereka tidak kritis tehadap penyebaran kategori-

kategori sekular dan religious. Mereka memandang bahwa sekular 

dan religious sebagai kategori-kategori yang esensial, tetap dan tidak 

berubah. 

Seperti telah dijelaskan pada awal tulisan bab ini, pada mulanya 

kata “sekular” muncul sebagai suatu kategori teologis Kristen Barat, 

suatu ketegori yang tidak hanya berfungsi mengorganisir 

pembentukan sosial baru pada masyarakat Eropa Kristen, tetapi pada 

masa berikutnya justru mendorong dinamika tentang transformasi 

spsoal dan politik untuk membebaskannya dan sistem teologi 

tersebut. Pada masa selanjutnya, sebagai hasil dan proses sejarah 

sekularisasi, “sekular” menjadi kategori dominan yang berfungsi 

menstruktur dan membatasi agama baik secara huku, filsafat, politik 

dan saintifik. Sekularisasi menjadi gejala global melalui proses 

kolonialisasi negara-negara Barat ke penjuru dunia. Kata “sekular” 

tidak lagi merujuk pada makna profan. Kata-kata yang muncul akibat 

proses sekularisme seperti “bangsa”, “warga negara” dan “hak asasi” 

menjadi sesuatu yang sakral. 

Pengertian istilah “sekular” yang baru ini dikenal di negara-

negara muslim, umumnya, ketika orang-orang Eropa berhasil 

menaklukan bangsa-bangsa muslim melalui proses kolonialisme.13 

                                                           
13  Mohamad Hudaeri, Sekularisme & Rekonfigurasi Pemikiran Islam Di 

Indonesia Tradisi reformasi dan Modernisasi, (Serang : FUDPress, 2014), hal.28. 
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Dalam melacak etimologi dari istilah “sekuler”, Nikki Keddie 

mencatat bahwa kata tersebut “diturunkan dalam bahasa Inggris 

Pertengahan dari bahasa Prancis Kuno ‘seculer’ (yang juga 

diturunkan dari Istilah Latin ‘saecularis’). Kata ini asalnya merujuk 

pada para pendeta yang tidak oleh aturan-aturan kegamaan dari 

kelompok kebiasaan (monastic order).” Keddie menambahkan: 

“Dalam bahasa Inggris Pertengahan, ia dapat pula merujuk pada alam 

‘duniawi’ sebagai lawan kata dari yang ilahi-alam suci dan ‘ukhrawi’ 

yang secara historis di Eropa Barat dimonopoli oleh Gereja Katolik 

Roma.14 

Sekular adalah sebuah istilah yang digunakan untuk 

membedakan yang fana dan yang duniawi dari yang spiritual, 

sedangkan sekularisme adalah hadir untuk menunjuk sebuah filsafat 

yang mengutamakan domain yang fana dan mengurangi domain 

spiritual.15 

Istilah sekularisasi secara semantik memili-ki makna dan arti 

yang beragam dan bervariasi namun memiliki nuansa yang sama. 

Untuk itulah diperlukan penelusuran makna secara etimologis maupun 

terminologis agar diper-oleh pemahaman arti secara komprehensif.  

Sekularisasi yang dipakai dalam bahasa Indonesia, berasal dari 

kata dalam bahasa Inggris secularization, yang berasal dari bahasa 

Latin saeculum yang biasanya diartikan sebagai the temporal world 

(dunia temporal) sebagai lawan dari the Kingdom of God (Kera-jaan 

                                                           
14   Nader Hashemi, Islam, Sekularisme, Dan Demokrasi Liberal Menuju 

Teori Demokrasi Dalam Masyarakat Muslim, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2011) hal.173. 
15  Nader Hashemi, Islam, Sekularisme, Dan Demokrasi Liberal Menuju 

Teori Demokrasi Dalam Masyarakat Muslim,..., hal.186 
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Tuhan). C William mengartikan Saecu-lum dengan istilah of this age 

(yang terkait dengan saat, zaman atau waktu ini). Bahkan lebih jelas 

lagi pengertian yang disampaikan oleh Backer yang mengatakan istilah 

sekular tidak saja sebagai sesuatu yang berkaitan dengan profan, tapi 

juga dikonotasikan kepada sesuatu yang tidak suci, tidak bertuhan dan 

sebagainya. Dari beberapa arti di atas, dapat disimpulkan pengertian 

sekular berarti berhu-bungan dengan waktu saat ini, waktu sekarang, 

bersifat profan atau duniawi dan bukan dunia yang akan datang (dalam 

bahasa agama Islam akherat).  

Berdasarkan penelusuran etimologis dari asal katanya seperti 

yang sudah dijabarkan di atas, maka didapat suatu pengertian umum 

dari sekularisasi secara etimologis sebagai suatu proses penduniawian, 

profanisasi dan pele-pasan dari nilai-nilai keagamaan.  

Istilah sekularisasi dalam historisnya meng-alami 

perkembangan, sehingga seringkali di-artikan dengan makna yang 

berbeda-beda tergantung pada topik, sudut pandangan, tuju-an dan 

objek kajian dari orang yang menggunakan nya.16 

Menurut istilah, kata sekular berasal dari bahasa latin saeculum, 

yang memiliki arti dengan dua konotasi; waktu dan lokasi. Waktu 

menunjukkan pengertian “sekarang” atau “kini, dan lokasi merujuk 

pada pengertian “dunia”. Jadi saeculum berarti zaman ini atau 

kekinian yang merujuk pada “peristiwa kekinian”. Dengan pengertian 

demikian tersirat makna sebagai faham relatifitas dibangun oleh 

konteks eksistensi dunia yang selalu berubah. 

                                                           
16 Rd. Datoek A. Pachoer, Sekularisasi Dan Sekularisme Agama : Jurnal 

Agama dan Lintas Budaya, Vol. 1 No. 1 (September 2016), h.93 
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Dalam pandangan Peter L. Berger, sekularisasi dipahami 

sebagai “proses seluruh sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat 

dan kebudayaan dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan 

simbol-simbol keagamaan”. Dia bertanya, proses-proses dan 

kelompok-kelompok sosio-kultural mana yang telah berfungsi 

sebagai sarana-sarana atau mediator-mediator bagi terjadinya 

sekularisasi. Dia mencatat berbagai macam faktor sebagai pendorong 

sekularisasi, antara lain: peradaban manusia sebagai suatu 

keseluruhan yang menyebar keseluruh dunia; dinamika yang 

ditimbulkan oleh kapitalisme industrial; gaya hidup yang 

ditimbulkan oleh produksi industrial; pengaruh dari ilmu 

pengetahuan modern yang meresap ke berbagai sektor kehidupan 

sosial; infrastruktur praktikal di dalam kehidupan sosial.17 

 

D. Pengertian Politik Islam 

Pemikiran politik Islam merupakan suatu keharusan untuk 

diketahui, sekurang-kurangnya dasar-dasar yang penting-penting 

saja. Pertama, dari segi masyarakat Indonesia sendiri, sebagian besar 

(sekitar 90%) penduduk Indonesia ini beragama Islam terlepas dari 

intesitas pemahaman mereka terhadap ajaran-ajaran agama mereka. 

Kedua, kita dapat pula melihat kepentingan pemikiran Islam ini dari 

segi regional, kontinental, dan bahkan juga internasional. Karena itu 

amat terasa bahwa masih banyak yang harus dilakukan baik dalam 

masalah penilitian dan pemikiran dan terutama sekali dalam hal 

                                                           
17 Fauzan, Sekularisasi Dalam Pandangan Harvey Cox : Jurnal sekularisasi; 

sekuler; Tuhan; sosial.  Volume 6 No. 2 (Desember 2012), h.155 
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mempublikasikan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, 

maupun dalam berbagai bentuk tulisan.18 

 Secara literal, Politik didalam bahasa Arab dikenal dengan 

istilah siyasah. Oleh karena itu didalam buku-buku ulama salaf atau 

ulama klasik dikenal istilah siyasah syar’iyyah. Dalam kitab Al 

Muhith dijelaskan bahwa, siyasah berakar kata sasa – yasusu. Dalam 

kalimat Sasa addawaba yassuha siyasatan berarti Qama ‘alaiha wa 

radlaha wa adabbaha yang mempunyai arti mengurusinya, 

melatihnya, mengasuhnya dan mendidiknya. Bila dikatakan sasa al 

amra itu sama artinya dengan dabbarahu (mengurusi atau mengatur 

perkara).  

Jadi jelas bahwa asal-muasal makna siyasah (politik) tersebut 

diaplikasikan kedalam kepengurusan dan pelatihan penggembelaan 

politik adalah menggembala. Lalu, dalam tahap perkembangan kata 

tersebut digunakan mengatur atau “menggembala” manusia dengan 

segala urusannya. Pelaku atau penggembala dari pengurusan 

persoalan-persoalan manusia tersebut disebut politikus (siyasiyun) 

yang jamknya disebut politiso. Dalam literalisme Arab disebutkan 

bahwa pemimpin atau ulil amri mengurusi atau mengasuh, 

mengurusi mengatur, dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. 

Begitu pula dalam dialog Arab muncul statemen berikut : 

“Bagaimana mungkin rakyatnya terurus kalau yang mengurus adalah 

ngengat (susah). Statemen ini mempunyai arti bahwa bagaimana 

mungkin kondisi rakyat akan menjadi lebih baik dan sejahtera kalau 

para pemimpinnya rusak seperti ngengat yang menggerogoti kayu. 

                                                           
18  A.R. Zainuddin, Pemikiran Politik Islam Islam, Timur Tengah dan 

Benturan Ideologi, (Jakarta : Grafika Indah, 2004), hal.47 
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Maka, politik itu mempunyai makna memelihara (ri’ayah), 

memperbaiki (ishlah), menegakan (taqwim), memberikan arah atau 

petunjuk (irsyad), dan mendidik atau memajukan (ta’dib).19 

Kalau politik ialah cara dan upaya mengatasi atau mengurusi 

masalah. Masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk 

mewujudkan kemaslahatan dan keadilan umum dan mencegah hal-

hal yang merugikan bagi kepentingan manusia secara keseluruhan, 

maka islam mempunyai keterkaitan yang dekat dengan politik. 

Dalam konteks inipolitik dibutuhkan oleh Islam sejauh ia sebagai alat 

untuk menegakan keadilan. Jadi politik dalam Islam tidak 

mempunyai tujuannya sendiri, melainkan harus berjalan sesuai 

dengan spirit agama yang terkait dengan kebaikan hidup di dunia. 

Sehingga politik Islam bisa didenifisikan sebagai aktivitas politik 

sebagian umat islam yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai acuan 

dan dasar tujuan serta basis solidaritas sosial. 

Namun secara praksis-operasional substansi politik Islam juga 

sering membuat Islam berhdap-hadapan kekuasaan dan negara yang 

menjadi dasar lahirnya sikap dan prilaku politik (political behavior) 

serta budaya politik (political culture) yang berorientasi pada nilai-

nilai Islam. Sikap prilaku serta budaya politik yang memakai kata 

sifat Islam, menurut Dr. Taufik Abdullah, bermula dari suatu 

keprihatinan moral dan doktrinal terhdap keutuhan komunitas 

spiritual Islam.20 

                                                           
19 Abd. Halim, Relasi Islam Politik & Kekuasaan,...., hal.23 
20 Abd. Halim, Relasi Islam Politik & Kekuasaan,..., hal. 24 
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Islam memang sangat rentan dan dekat dengan politik. Dalam 

Islam Rasulullah Saw. Sendiri pernah menggunakan kata politik 

(siyasah) dalam sabdanya : “Adalah Bani Israil, mereka diurusi 

urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi 

wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi 

setelahku, namun akan ada banyak para khalifah” (H.R. Bukhari dan 

Muslim). Dari berbagai dasar tersebut menjadi lebih jelas bahwa 

politik atau siyasah dalam Islam itu makna awalnya adalah 

mengurusi, mememeneg atau mengatur urusan sosial masyarakat.21 

Pemikiran politik, seperti dikatakan Hamid Enayat, merupakan 

persoalan yang paling banyak digeluti oleh kaum intelektual Muslim 

selama dua abad terakhir ini. Hal ini dapat dijelaskan terutama oleh 

perjuangan yang tengah berlangsung di berbagai negeri Muslim 

untuk memperoleh kemerdekaan politik dan kebebasan dari 

ketergantungan kekuatan-kekuatan barat, baik dalam bentuk 

kolonialisme maupun hegemoni, termasuk di dalamnya hegemoni 

pemikiran. Selain itu, faktor lain yang dapat menjelaskan kenyataan 

di atas juga antara lain: (1) karena pesona politik yang kuat bagi 

banyak orang, sehingga dalam Islam merupakan persoalan yang 

pertama muncul bahkan dari sanalah lahir persoalan teologi, dan (2) 

“provokasi” sebagian pengamat barat yang melihat Islam secara 

politik dalam pandangan yang monolitik yang berkonotasi otoriter.22 

                                                           
21  Abd. Halim, Relasi Islam Politik & Kekuasaan,...,hal. 25 
22 Sukron Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik, (Jakarta : PT. Kharisma 

Putra Utama, 2013), hal.1 
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Pengertian politik (al-siyasah) dalam fiqih Islam menurut ulama 

Hanbali, adalah sikap, perilaku dan kebijakan kemasyarakatan yang 

mendekatkan pada kemaslahatan, sekaligus menjauhkan dari 

kemafsadahan, rneskipun belum pernah ditentukan oleh Rasulullah 

SAW. Ulama Hanafiyah memberikan pengertian lain, yaitu mendorong 

kemaslahatan makhluk dengan rnemberikan petunjuk dan jalan yang 

menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Bagi para Nabi terhadap 

kaumnya, menurut pendapat ini, tugas itu meliputi keselamatan batin 

dan lahir. Bagi para ulama pewaris Nabi, tugas itu hanya meliputi 

urusan lahiriyah saja. 

Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah mengatakan, politik harus 

sesuai dengan syari’at Islam, yaitu setiap upaya, sikap dan kebijakan 

untuk mencapai tujuan umum prinsip syari’at. Tujuan itu ialah: (1) 

Memelihara, mengembangkan dan mengamalkan agama Islam. (2) 

Memelihara rasio dan mengembangkan cakrawalanya untuk 

kepentingan ummat. (3) Memelihara jiwa raga dari bahaya dan 

memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang primer, sekunder mau pun 

suplementer. (4) Memelihara harta kekayaan dengan pengembangan 

usaha komoditasnya dan menggunakannya tanpa melampaui batas 

maksimal dan mengurangi batas minimal. (5) Memelihara keturunan 

dengan memenuhi kebutuhan fisik mau pun rohani. 

Dari pengertian itu, Islam memahami politik bukan hanya soal 

yang berurusan dengan pemerintahan saja, terbatas pada politik 

struktural formal belaka, namun menyangkut juga kulturisasi politik 

secara luas. Politik bukan berarti perjuangan menduduki posisi 
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eksekutif, legislatif mau pun yudikatif. Lebih dari itu, ia meliputi 

serangkaian kegiatan yang menyangkut kemaslahatan umat dalam 

kehidupan jasmani mau pun rohani, dalam hubungan kemasyarakatan 

secara umum dan hubungan masyarakat sipil dengan lembaga 

kekuasaan. 

Bangunan politik semacam ini, harus didasarkan pada kaidah 

fiqih yang berbunyi, tasharruf al-imam manuthun bi al-mashlahah 

(kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat atau 

masyarakat). Ini berarti, bahwa kedudukan kelompok masyarakat sipil 

dan lembaga kekuasaan tidak mungkin berdiri sendiri. 

Penyebaran Islam di Indonesia dapat disimak melalui 

pendekatan politik kultural dengan bantuan -atau sekurang-kurangnya 

toleransi- penguasa. Proses Islamisasi yang relatif cepat di Indonesia 

dengan jumlah penganut paling besar di seluruh dunia Islam, tidak 

lepas dari bantuan dan perlindungan yang diberikan penguasa. Dalam 

sejarah kontemporer, perkembangan politik Islam melalui pemimpin-

pemimpinnya menegaskan, negara atau kekuatan politik struktural 

hanya diperlukan sebagai instrumen untuk menjamin pelaksanaan 

ajaran-ajarannya dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. 

Memang dari sudut pandangan ajaran formalnya, Islam sering -

tidak selalu- mendapati dirinya dalam keadaan ambivalen di negeri. Di 

satu pihak ajaran formal Islam tidak menjadi sumber tunggal dalam 

penetapan kebijakan kehidupan negara, karena memang negara ini 

bukan negara Islam. Tetapi negara ini juga bukan negara sekuler, yang 

memisahkan antara urusan pemerintahan dan keagamaan. 
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Dalam keadaan demikian, ajaran formal Islam berfungsi dalam 

kehidupan ini melalui jalur kultural (pendidikan, komunikasi massa, 

kesenian dan seterusnya). Dapat juga melalui jalur yang tidak langsung, 

melalui politik struktural. Jalur ini memungkinkan, karena kekayaan 

Islam yang hendak ditampilkan dalam kehidupan bernegara tidak 

semata-mata ditawarkan sebagai sesuatu yang Islami saja, melainkan 

sesuatu yang berwatak nasional. 

Nilai-nilai Islam sebagai sumber budaya yang penting di 

Indonesia, sudah sewajarnya menjadi faktor menentukan dalam 

membentuk budaya politik, tata nilai, keyakinan, persepsi dan sikap 

yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam suatu 

aktivitas dan sistem politik. Indikasi yang paling menonjol dalam hal 

ini adalah, bahwa ke lima sila dari Pancasila yang telah disepakati 

menjadi ideologi politik, semuanya bernafaskan nilai-nilai Islami. 

Bagaimana implementasi nilai Islam dalam budaya politik yang 

Pancasilais, bergantung pada kekuatan nilai-nilai itu mempengaruhi 

proses politik itu sendiri. Bila terjadi kemerosotan pengaruh nilai-nilai 

keagamaan Islam dalam budaya politik, sesungguhnya yang terjadi 

adalah sekularisasi kultur politik. Ini lebih membahayakan dan lebih 

ruwet masalahnya, ketimbang pemisahan secara formal struktur 

pemerintahan dan keagamaan. 

Meskipun di Indonesia tidak akan terjadi sekularisasi fungsional 

struktur pemerintahan dan keagamann secara tegas, namun sekularisasi 

kultur politik tidak mustahil dapat terjadi. Kemungkinan terjadinya hal 

ini cukup besar, seiring dengan perubahan sistem nilai, akibat kemajuan 
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ilmu peangetahuan, teknologi dan industrialisasi. Ini pada gilirannya 

juga akan mempengaruhi perilaku politik formal-struktural. 

Di sinilah pentingnya upaya kulturisasi politik, tanpa 

menimbulkan kerawanan-kerawanan tertentu terhadap proses 

perkembangan politik struktural. Bahkan perlu diupayakan adanya 

keseimbangan antara proses kulturisasi politik dengan proses politik 

struktural, agar tidak ada kesenjangan antara dua proseitu. Hal ini 

mungkin juga penting, untuk menghindarkan kecurigaan yang sering 

muncul dari kalangan elit politik formal terhadap aktivitas politik 

melalui jalur kultural. 

Dalam ajaran Islam, pemenuhan keadilan dan kesejahteraan 

merupakan keharusan bagi suatu pemerintahan -tak perlu berlabel 

Islam- yang didukung oleh masyarakat. Rasulullah sendiri sebenarnya 

memberikan syarat, bahwa kekuasaan rnemang bukan tujuan dari 

politik kaum muslimin. Rasulullah sendiri mencanangkan usaha 

perbaikan budaya politik atau pelurusan pengelolaan kekuasaan dan 

menghimbau kaum muslimin terutama ulama dan para elite politiknya 

untuk menjadi moralis politik. 

Hal ini memerlukan kesadaran tinggi dari kalangan politisi 

Islam, untuk dapat menumbuhkan semangat baru yang relevan dengan 

perkembangan kontemporer dalam corak dan format yang tidak 

berlawanan dengan moralitas Islam. Cara-cara tradisional dengan 

mengeksploitasi emosi massa pada simbol-simbol Islam, harus 

ditinggalkan. Yang lebih penting justru adalah mengorganisir kader 

politik muslim yang lebih lentur dan punya cakrawala luas, serta punya 
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kejelian menganalisis masalah sosial dan politik, agar pada gilirannya 

kelompok politisi Muslim tidak selalu berada di pinggiran.23 

Diskursus pemikiran hubungan Islam dengan politik 

(baca:negara), dapat dilihat dari sudut pandang rekapitulasi dan 

deskripsi sejarah praktek penyiaran agama oleh Muhammad di Mekah 

dan praktek politik di Madinah. Beberapa pemaparan kuno (sumber-

sumber klasik), begitu juga yang modern, menyatakan bahwa prilaku-

prilaku yang dilakukan oleh Muhammad dan sahabatnya, antara 610 

dan 661, merupakan gambaran jelas hubungan antara negara dengan 

konstitusi ideal yang berkekuatan ketuhanan.24 

Dalil berpolitik dalam Islam Q.S Annisa ayat 58-59 

اسِ أنَْ تحَْكُمُوا إِنَّ اللَّهَ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْْمََاناَتِ إلَِىٰ أهَْلِهَا وَإذِاَ حَكَمْتمُْ بيَْنَ النَّ 

ا يعَِظُكُمْ بهِِ  بِالْعدَْلِ   ﴾٨٥﴿النساء: إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بصَِيرًا  إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat.” 

                                                           

23 http://www.nu.or.id/post/read/50799/islam-dan-politik. 

24   Syafuri, Pemikiran Politik Dalam Islam, (Serang  : Fak.Syari’ah dan 

Ekonomi Islam Press , September 2010), hal 1 

http://www.nu.or.id/post/read/50799/islam-dan-politik
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سُولَ  فَإنِْ تنََازَعْتمُْ  وَأوُلِي الْْمَْرِ مِنْكُمْ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللَّهَ وَأطَِيعوُا الرَّ

سُولِ إِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ  لِكَ خَيْرٌ  فِي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلَِى اللَّهِ وَالرَّ ذَٰ

 ﴾٨٥﴿النساء: وَأحَْسَنُ تأَوِْيلًً 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

Ayat 58 dan 59 menjelaskan beberapa prinsip sistem pemerintahan 

Islam. Di antaranya: 1)  Kewajiban menyerahkan amanah kepada 

ahlinya, termasuk amanah kepemimpinan. 2) Menegakkan hukum 

dengan adil. 3) Taat kepada  Allah dan Rasul-Nya tanpa syarat. 

Sedangkan  taat pada pemimpin dengan syarat pemimpin  itu mukmin 

dan tidak dalam hal maksiat kepada  Allah dan Rasul-Nya. 4) 

Menjadikan Al-Qur’an  dan Sunnah Rasul sebagai sumber hukum. 

Ini  adalah konsekuensi iman pada Allah dan RasulNya, karena hukum 

Allah dan Rasul-Nya adalah  yang paling baik, terlurus dan teradil. 
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BAB III 

BIOGRAFI 

A. Biografi Ali Abd Raziq 

Ali Abd Raziq dilahirkan di pedalaman propinsi Menia 

pada tahun 1888, dari keluarga feodal yang aktif dalam kegiatan 

politik. Ayahnya, Hasan Abdur Raziq, seorang pasha besar yang 

mempunyai pengaruh dan memiliki tanah yang luas.25 

Pendidikan Ali Abd Raziq menganut pendidikan Abduh 

meskioun ia tidak sempat belajar banyak secara langsung 

darinya, oleh karena Abduh wafat pada tahun 1905.26 

Pendidikan formal Ali Abd Raziq di tempuh di 

Universitas al-Azhar. Dalam usia kurang 10 tahun, Ali Abd 

Raziq sudah mulai belajar di Aal-Azhar, pada Syekh Ahmad 

Abu Khalwat, sahabat Muhammad Abduh. Ahmad Abu 

Khalwat, Seperti juga Muhammad Abduh, adalah murid 

Jamaluddin al-Afghani. Ia juga selama beberapa tahun 

mengikuti kuliah di Universitas Mesir (sekarang universitas 

Cairo). Setelah memperoleh ijazah ‘alimiyyah dari al-Azhar 

pada tahun 1911, ia mulai bertugas memberikan kuliah di 

Universitas tersebut pada tahun 1912. 

Pada tahun 1913 ia berangkat ke Inggris untuk belajar di 

Universitas Oxford. Di Universitas ini ia mempelajari ilmu 

ekonomi dan politik. Ketika belajar di Inggris Ali Abd Raziq 

                                                           
25  Mohammad Afif, Kata pengantar, Negara sekuler yang mementingkan 

agama, dalam buku Ali Abdur Raziq, h. ix 
26 Jumni Nelli, Pemikiran Politik Ali Abd Raziq : Jurnal Pemikiran Islam, 

Vol.39, No.1 Januari-Juni 2014, h.78 
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banyak membaca dan mempelajari teori-teori Barat, terutama 

teori-teori politik sebagai bidang kajiannya, seperti teori politik 

Thomas Hobbes dan John Locke. Pengetahuan dan pengalaman 

yang diperoleh selama belajar di Eropah tampaknya 

berpengaruh besar terhadap pemikirannya, terutama rasionalitas 

dalam berfikir, dan kebebasan dalam berpendapat. Hal tersebut 

merupakan ciri khas dari pengaruh peradaban Barat. 

Pada tahun 1915, ia kembali ke negaranya, Mesir, dan 

kemudian diangkat menjadi hakim Mahkamah Syariah di al-

Mansurah, dalam kedudukannya sebagai hakim itulah ia 

mengadakan penelitian yang hasilnya dibukukan dalam sebuah 

karya tulis terkenal, berjudul Al-Islam wa Usul Al-Hukm: bahs 

fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam (Islam dan Prinsip 

Pemerintahan: Suatu Kajian Khilafah Dan Pemerintahan 

Dalam Islam) diterbitkan pada tahun 1925. Inti dari buku ini 

adalah menjelaskan tentang asal-usul istilah khilafah dalam 

Islam. Buku yang ditulis Ali Abd Raziq tentang islam dan 

dasar-dasar pemerintahan Islam, sedikit banyak merupakan 

justifikasi atas revolusi Turki. Dengan membela pendekatan 

Majelis Nasional terhadap pemisahan otoritas agama dan 

politik, dan sekularisasi lembaga kekhalifahan. Ia berusaha 

untuk berargumen berdasarkan teks-teks Islam bahwa 

Muhammad tidak bermaksud mendirikan sebuah Negara, dan 

bahwa Islam tidak menetapkan sistem politik tertentu. 

Garis politik Ali Abd Raziq bertentangan dengan upaya 

merealisasikan jabatan khalifah bagi raja Fuad di Mesir ketika 

itu. Pertentangan itulah yang meruapakan peristiwa penting 
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yang terjadi dalam hidupnya. Sehingga mengangkat namanya 

menjadi terkenal terutama setelah bukunya al-Islam wa Usul al-

Hukm (Islam dan dasar-dasar pemerintahan) beredar.27 

 

B. Biografi Nurcholis Madjid 

Nurcholis Madjid dilahirkan di Jombang, sebuah kota 

kabupaten di Jawa Timur, enam tahun menjelang Indonesia 

merdeka. Tepatnya, ia dilahirkan pada tanggal 17 Maret 1939 

M, bertepatan dengan 26 Muharram 1358 H, dari keluarga 

kalangan Tradisional. Ayahnya, bernama H. Abdul Madjid, 

adalah seorang Kiyai alim hasil godokan Pesantren Tebuireng, 

dan termasuk dalam keluarga besar Nahdatul ‘Ulama (NU), 

yang secara personal memiliki hubungan sangat akrab dengan 

K.H Hasyim Asy’ary, salah seorang diantara Founding Fatber 

Nahdatul ‘Ulama. Sementara ibun ya, adalah adik dari Rais 

Akbar NU, dari ayah seorang aktivis Syarikat Dagang Islam 

(SDI) di Kediri, sewaktu organisasi ini masih banyak dipegang 

oleh para kiyai. 

Pendidikan dasar Nurcholis ditempuh di dua sekolah 

tingkat dasar, yaitu di Madrasah al-Wathaniyah yang dikelola 

oleh orang tuanya sendiri dan di sekolah Rakyat (SR) di 

Mojoanyar, Jombang. Kemudian, Nurcholis melanjutkan ke 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota yang sama. Jadi, 

sejak tingkat pendidikan dasar, Nurcholis telah mengenal dua 

model pendidikan. Pertama, pendidikan dengan pola madrasah, 

                                                           
27  Muji Mulia, Sejarah Sosial Dan Pemikiran Politik Ali Abdul 

Raziq,...,h.119. 
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yang sarat dengan penggunaan kitab kuning sebagai bahan 

rujukannya. Kedua, Nurcholis juga memperoleh pendidikan 

umum secara memadai, sekaligus berkenalan dengan metode 

pengajaran nodern. Pada masa pendidikan dasarnya inilah, 

khususnya di madrasah al-Wathaniyah Nurcholis sudah 

menampakkan kecerdasaannya dengan berkali-kali menerima 

penghargaan atas prestasinya.28 

Selanjutnya, Nurcholis melanjutkan studinya di 

Pesantren Darul ‘Ulum, Rejoso, Jombang. Tetapi, pendidikan 

yang ditempuhnya di tempat ini tidak begitu lama, hanya kurang 

lebih selama dua tahun saja. Dalam sebuah sumber diungkapkan 

bahwa hal ini nampaknya berkaitan dengan persoalan ayahnya. 

Ayah Nurcholis, K.H. Abdul Madjid, sebagai warga NU tetap 

memegang pilihan politisnya pada masyumi (sebuah organisasi 

politik, yang memiliki massa Islam terbesar, pada mulanya juga 

merupakan pilihan poilitis warga NU termasuk para tokoh-

tokohnya), sementara tokoh-tokoh NU lainnya yang karena satu 

lain hal memilih keluar dari masyumi. Sikap politik Ayah 

Nurcholis yang tetap berafiliasi ke Masyumi inilah, yang 

berbeda dengan tokoh-tokoh NU lainnya, membawa dampak 

kehadiran Nurcholis di Pesantren darul ‘Ulum kurang mendapat 

sambutan hangat. Nurcholis diaanggap sebagai anak Masyumi 

yang kesasar ke kandang NU.29 

Situasi inilah, yang membuat Nurcholis pindah ke 

Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur (sekitar 

                                                           
28 Nurcholis Madjid,  Wacana Keagamaan & Politik,...., h.21. 
29 Nurcholis Madjid,  Wacana Keagamaan & Politik,...., h.22 
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120 km dari Jombang), sebuah pesantren yang relatif cukup 

memberikan nuansa pemikiran reformis. Sebagaimana 

diketahui, bahwa Pesantren Gontor ini menerapkan semboyan 

“berpikir bebas setelah berbudi tinggi, bebrbadan sehat dan 

berpengetahuan luas. Sehingga terbentuklah iklim pendidikan 

yang menawarkan berpikir kritis, tidak berpihak kepada salah 

satu madzhab secara fanatik dan mengajarkan kehidupan sosial 

yang relatif modern. Disamping itu, menekankan kepada santri-

santrinya kemampuan berbahasa Arab dan Inggris. Bahkan, 

bahasa pengantar seahri-harinya pun dalam kedua bahasa 

tersebut. Di Pesantren inilah, Nurcholis masuk ke KMI (Kulliyat 

al-Mu’allimin al-Islamiyyah) dan tamat enam tahun kemudian 

(1960). Setelah menyelesaikan pendidikan menengah nya 

tersebut, Nurcholis masih sempat mengajar di pondok pesantren 

yang telah membesarkannya, selama kurang lebih satu tahun. 

Melihat pendidikan dasar dan menengah  yang 

diterimanya inilah, kita dapat melihat bahwa Nurcholis dididik 

dalam ilmu-ilmu keislaman, ditambah dengan kemapuan 

berbahasa internasional Arab-Inggris ia dapat mengakses 

bacaan buku-buku umum yang cukup luas, termasuk 

kepustakaan Asing0Arab maupun Inggris dan khzanah kitab-

kitab klasik.30 

Disamping itu, Sebagaimana telah disebutkan di atas 

bahwa ayah Nurcholis, adalah seorang kiyai dan termasuk di 

antara tokoh masyarakat sekaligus tokoh NU di daerahnya yang 
                                                           

30 Nurcholis Madjid,  Wacana Keagamaan & Politik,...., h.23. 
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tetap konsisten memegang pilihan politisnya kepada Masyumi. 

Sangat dimungkinkan sekali ayahandanya Nurcholis 

berlangganan buletin-buletin dan majalah-majalah yang berisi 

pemikiran tokoh—tokoh masyumi. Dengan demikian menjadi 

suatu hal yang sangat mungkin pula Nurcholis telah berkenalan 

dengan pemikiran-pemikiran para tokoh Masyumi sejak di 

rumahnya, sekaligus ini akan memeberikan manfaat besar 

dalam pembentukan pemikiran Nurcholis selanjutnya.31 

Diperkuat lagi, Nurcholis memilih untuk melanjutkan 

pendidikan tingginya dilakukan diluar Jawa Timur, yakni masuk 

ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jkarta, dan memilih 

jurusan yang sangat rekevan dengan latar belakang pendidikan 

yang telah diterimanya. Ia memilih Fakultas Adab jurusan sastra 

Arab dan Sejarah Pemikiran Islam. Salah satu fakultas yang 

mengantarkan para mahasiswanya ke khanazah kebudayaan 

Islam, baik klasi maupun modern. Selanjutnya, Nurcholis 

berhasil menyelesaikan program sarjana lengkapnya pada tahun 

1968, dengan menulis skripsi : Al-Qur’an. “Arabiyyun 

Lugbatan wa ‘Alamiyyun Ma’naan, yang maksudnya adalah 

“Al-Qur’an dilihat secara bahasa bersifat lokal (ditulis dengan 

menggunakan bahasa Arab), sedangkan dari segi makna 

mengandung sifat universal. 

Kemudian, dorongan lain yang tidak bisa 

dikesampingkan dalam membuat pemikiran-pemikiran 

Nurcholis berwawasan luas adalah pergaulannya dengan Prof. 

Dr. Buya Hamka. Kurang lebih 5 (lima) tahun Nurcholis sempat 

                                                           
31 Nurcholis Madjid,  Wacana Keagamaan & Politik,...., h.24 
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menjalin hubungan yang sangat akrab dengan Buya Hamka, 

pada saat itu ia masih menjadi mahasiswa dan tinggal diMasjid 

Agung al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Dalam kaitan ini, 

Komarudin Hidayat mengungkapkan tentang kedekatan dan 

rasa kagumnya Nurcholis kepada al-marhum Buya Hamka. 

Dalam berbagai forum obrolan maupun dalam per\kuliahan di 

Paranadina, berulang kali Nurcholis mengemukakan respek dan 

kekagumannya pada Buya Hamka yang di nilai mampu 

mempertemukan pandangan kesufian, wawasan budaya dan 

semnangat al-Qur’an sehingga dakwah dan paham keislaman 

yang ditawarkan Buya Hamka sangat menyentuh dan efektif 

untuk masyrakat Islam kota. 

Setelah beberapa tahun mengajar di almamaternya, IAIN 

Syarif Hidayatullah Jakrta dan bekerja di LEKNAS/LIPI 

(Lembaga Penelitian Ilmiah Indonesia) sebagai peneliti, 

Nurcholis tertarik untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang 

lebih tinggi, yakni tingkat doktoral dengan mengambil tempat di 

Chicago University, AS. Antara tahun 1978-1984. Menurut 

sebuah sumber, pada permulaan pendidikan doktoralnya, ia 

pernah mencoba mengambil studi sosioologi, namun karena ada 

ketidaksesuaian ia berpindsh ke bidang filsafat pada Jurusan 

Studi Keislaman. Pendidikan doktoralnya dilewatkan selama 

enam tahun, dengan menulis disertasi yang berjudul Ibn 

Taimiya on kalam and falsafah : Problem of Reason and 

Relevation in Islam.32 

 

                                                           
32 Nurcholis Madjid,  Wacana Keagamaan & Politik,...., h.25.  
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C. Karya-Karya Ali Abd Raziq Dan Nurcholis Madjid 

ALI ABD RAZIQ hanya dikenal melalui kitab kecilnya 

yang berjudul al-Islam wa Ushul al-Hukm yang selesai ditulis 

pada tahun 1925. Pada waktu itu Syekh ‘Ali mencapai masa 

kematangannya, berumur tiga puluh tujuh tahun. 

Pada tahun 1947, Syekh ‘Ali menghasilkan satu buku 

lagi berjudul “al-Ijma’ fi al-Syari’ah al-Islamiyyah (Ijma’ dalam 

syariat Islam).33 

Setelah saudaranya, Syekh Musthofa meninggal dunia, 

Syekh Ali menulis buku dengan judul “Min Atsar Musthofa 

‘Abdirraziq (Warisan-warisan Musthofa ‘Abdurraziq) pada 

tahun 1957. Didalamnya, Syekh ‘Ali menceritakan kehidupan 

saudaranya dengan analisis yang tajam dan juga kritikan.34 

Tiga buku inilah yang dapat ditemukan sebagai karya 

Syekh ‘Ali, selain beberapa artikel dan makalah yang belum 

dikumpulkan menjadi satu. Diantaranya adalah artikel dan 

makalah mengenai perjalanannya ke Afrika selatan. Selain itu 

ada juga kumpulan ceramah di Ma’had al-Dirasat al-

‘Arabiyyah al-‘Ulya (Institut Studi Arab Program Pasca sarjana) 

yang membahas mengenai kehidupan Muhammad ‘Abduh.35 

Setelah pulang dari Oxford tahun 1915, ia lalu mengajar 

di Alexandria sambil bekerja sebagai Hakim di beberapa 

                                                           
33  Kamil Sa’fan, Kontroversi khilafah Negara & Islam Tinjauan Kritis atas 

Pemikiran Politik Ali Abd Raziq, (Kairo Mesir: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009), 

h.26. 
34  Kamil Sa’fan, Kontroversi khilafah Negara & Islam Tinjauan Kritis atas 

Pemikiran Politik Ali Abd Raziq,...., h.27. 
35  Kamil Sa’fan, Kontroversi khilafah Negara & Islam Tinjauan Kritis atas 

Pemikiran Politik Ali Abd Raziq,...., h.28. 
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Mahkamah Syari’ah di Mesir. Ali juga aktif di al-Majma’ al-

Lughowi (Dewan Bahasa) selama 15 tahun sejak tahun 1948 

dan aktiv dalam empat kepanitiaan besar. Karya pertamanya 

adalah al-Islam wa Ushul al-Hukm, yang diterbitkan pada tahun 

1925. Kedudukannya yang tinggi mempunyai otoritas dalam 

bidang keagamaan sebagai ulama al-Azhar menjadi ia sangat 

berpengaruh ketika karya itu terbit. Buku ini menghantam 

sistem kekhalifahan yang dipertahankan dalam sejarah panjang 

umat Islam dan sekaligus mengusung kehidupan sekuler Barat. 

Karya inilah yang sebentar lagi akan kita bahas. 

Selain itu, keaktifannya dalam ruang politik ia tun 

jukkan dengan mengabdikan dirinya di Partai al-Ahrar al-

Dusturiyyin yang didirikan tahun 1922. Saat itu partai ini 

dipimpin oleh ‘Abd. ‘Aziz Fahmy Paya, yang menjabat Menteri 

Kehakiman. Partai ini bersaing dengan partai Wafd (pimpinan 

Sa’ad Zaghlul), dan Partai as-Sya’b. Dalam kepemerintahan, Ali 

juga sempat menjabat Menteri Waqf menggantikan kakaknya, 

Mustafa Abd ar-Raziq. 

Tidak berbeda dengan para ulama dan cendekiawan di 

Mesir lainnya, ‘Ali termasuk salah seorang yang juga menaruh 

kekaguman tersendiri kepada kakaknya, Mustofa. Hal itu ia 

buktikan dan ia curahkan dalam sebuah karya yang cukup tebal, 

Amali ‘Ali Abd Raziq min Ulama al-Azhar fi ‘Ilm al-Bayan wa 

Tarikhuhu (selanjutnya disebut Amali). Disana ia mrnceritakan 

sosok kepribadian Mustofa dari pengalaman dan tulisan orang 

lain. Karya yang tidak kalah pentingnya lagi adalah al-Ijma’ fi 

as-Syari’ah al-Islamiyyah (selanjutnya disebut al-Ijma’), yang 
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ia hasilkan dari beberapa materi saat ia mengajar dengan corak 

yang berbeda dan lebih bisa diterima daripada karyanya yang 

pertama. Dalam karya terakhirnya ini, Sa’fan menaruh perhatian 

serius ketika ia banyak menyadur pendapat Abd. Qahir dalam 

dua karyanya Dhala’il al-I’jaz dan Asrar al-Balaghah, dari 

pada tokoh seperti Ibnu Malik, al-Qazqini, al-Taftazani, dan al-

Suyuti. 

Dari sini bisa dikatakan bahwa, walaupun bukan 

tergolong penulis produktif, tapi tulisan A’li, yang tak sebanyak 

Thoha Husein, Hasan al-Banna, Rasyid Ridha, atau Sayyid 

Quthb (sekedar menyebut nama), telah membuat dunia Islam-

Arab terhentak, dan bahkan ia telah berhasil memulai (kembali) 

diskusi panjang soal kepemerintahan dalam Islam. Tidak 

hanyak diakui oleh cendekiawan muslim-Arab, hal ini juga 

mendapat apresiasi dan memamncing perhatian para orientalis-

Barat.36 

NURCHOLIS dapat digolongkan sebagai seorang 

cendekiawan yang produktif. Dalam perjalanan hidupnya 

sebagai seorang cendekiawan yang produktif. Dalam perjalan 

hidupnya sekitar 60 tahun sekarang, sudah banyak karya-karya 

ilmiah baik berupa artikel, makalah maupun artikel/makalah 

yang di bukukan, dan lain-lain. Karya nya yang kin telah 

beredar dalam bentuk buku di pasaran Indonesia antara lain: 

1. Khazanah Intelektual Islam (Editor, 1984). Karya ini 

menurut penulisnya dimaksudkan untuk 
                                                           

36  Luqman Rico Khashogi, Telaah Atas Teori Pemerintahan Islam Ali Abd 

Raziq: Jurnal Pemikiran Islam, Vol.1, No.1 (Januari-Juni 2014), hal.85. 
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memperkenalkan salah satu segi kejayaan Islam di 

bidang pemikiran, khususnya yang berkenaan 

dengan filsafat dan teologi. Ia memperkenalkan 

sarjana-sarjana Muslim Klasik, antara lain Al-Kindi, 

Al-Asy’ary, Al-Farabi, Ibnu Sina’, Al-Ghazali, Ibnu 

Rusyd, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun, Al-Afghani 

dan Muhammad Abduh. Sebagaimana diakui oleh 

Nucholis sendiri, buku ini merupakan sekedar 

pengantar pemikiran kepada kajian yang lebih luas 

dan mendalam tentang khazanah kekayaan 

pemikiran Islam. Meskipun hanya sebuah pengantar, 

tetapi ini merupakan sumbangsih berharga, 

khususnya terhadap literatur-literatur pemikiran 

Islam yang berbahasa Indonesia. 

2. Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan (1987). 

Buku ini sampai dengan tahun 1994 telah dicetak 

ulang sebanyak enam kali. Didalamnya merupakan 

kumpulan tulisan-tulisan Nurcholis, yang 

menurutnya dikerjakan dalam “rentang waktu dua 

dasawarsa” sebagai respon terhadap berbagai 

persoalan dan isu-isu yang berkembang pada saat itu. 

Dibawah prinsip “untuk mencari dan terus mencari 

kebenaran, secara tiada berkeputusan. Dan 

berkeyakinan bahwa Tuhan adalah kebenaran dan 

bahwa hanyalah Dia-lah Kebenaran Mutlak, 

Nurcholis melontarkan gagasan-gagasannya di 

sekitar kemodernan, keislaman dan keindonesiaan. 
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3. Islam, Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah 

kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, 

dan Kemodernan. (1992). Buku ini berisi kumpulan 

makalah, yang ditulis Nurcholis pasca studi di 

Chicago, sekaligus merupakan karya 

monumentalnya, yang berupaya menghadirkan 

ajaran-ajaran Islam dengan adil, inkslusif dan 

kosmopolit. Didalamnya terungkap gagasan-

gagasannya dibawah tema Tauhid dan Emansipasi 

Harkat Manusia, disiplin Ilmu keIslaman tradisional, 

membangun masyarakat etika, serta universalisme 

Islam dan Kemodernan. Dalam pengantarnya, 

Nurcholis menyebutkan bahwa agama (Islam) telah 

mengajarkan manusia bagaimana seharusnya 

menjaga keselamatannya di dunia dan diakhirat. 

Kita, kata Nurcholis harus mempunyai tujuan hidup 

yang trasedental berdasarkan iman. Tuntutan iman 

ini harus juga dinyatakan dalam amal yang menjadi 

kebajikan sosial, sekaligus menciptakan masyarakat 

yang egaliter dan inklusif yang memungkinkan 

manusia salinh menjaga dan mengingatkan tentang 

kebenaran dan keadilan. 

4. Islam, Kerakyatan dan Keindonesiaan: pikiran-

pikiran Nurcholis “Muda” (1994). Sebagaimana 

dalam bukunya Islam Kemodernan dan 

Keindonesiaan, dalam buku ini Nurcholis berbicara 

mengenai Keislaman, Keindonesiaan, dan 
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Kemoderenan, dengan penekanan bagaimana 

menciptakan masyarakat yang berkeadilan 

berdasarkan prinsip-prinsip tauhid. 

5. Pintu-pintu Ijtihad (1994). Buku ini sebenarnya 

merupakan kumpulan sebagian besar tulisan 

Nurcholis pada kolom “Pelita Hati” di Harian Pelita 

(1981-1991) dan Tempo. Merupakan penjelasan 

yang lebih sederhana mengenai ajaran yang inklusif 

dan universal yang menjadi tema besar dalam buku 

Islam Doktrin dan Peradaban. Dalam buku ini, 

tema-tema besar tersebut, mencakup masalah iman, 

peradaban, etika, moral dan politik Islam 

kontemporer, disajikan dengan bahasa yang luas, 

ringan dan sederhana sehingga mudah dimengerti. 

Namun demikian, hal tersebut tidaklah mengurangi 

akan kedalaman dan keluasan visi dan wawasan dari 

sang penulisnya, melaimkan justru merupakan salah 

satu keistimewaannya. Membaca buku ini, halaman 

perhalaman tak ubah nya ibarat kita mendaki 

pegunungan, semakin ke atas semakin terasa sejuk. 

Menurut Gunawan Muhammad, yang memberikan 

kata pengantar untuk buku ini mengatakan bahwa 

tulisan-tulisan Nurcholis tersebut tetatp berthahan 

dalam tradisi humanis, yang juga menekankan 

kembali peran manusia sebagai khalifah dimuka 

bumi. 



 
 

 
 

45 

6. Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan 

Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah (1995). 

Sebagaimana buku Islam Doktrin dan Peradaban, 

Pemikiran-pemikiran Nurcholis dalam buku ini 

merupakan analisis dan refleksi terhadap wacana 

keislaman secara mendasar. Hanya saja, pemikiran-

pemikiran Nurcholis yang tertuang dalam buku ini 

lebih terarah pada makna dan implikasi penghayatan 

iman terhadap prilaku sosial. Lebih dari itu, 

Nurcholis dalam buku ini membahas tema-tema 

pokok ajaran Islam yang telah berkembang dan 

mengalami distorsi di tangan umat Islam sendiri, 

sehingga menjadi mitos dan dongeng. Dalam 

pengertian lain, seringkali sulit dibedakan antara 

nilai-nilai islam yang bersifat substansial dan 

fundamental dari ajaran yang sekunder dan terbuka 

untuk penafsiran bahkan perubahan. Diungkapkan 

oleh Komaruddin Hidayat dalam pengantar buku ini, 

melalui buku ini Nurcholis menunjukan 

konsistensinya sebagai pemikir yang apresiatif dan 

memiliki akses intelektual terhadap khazanah Islam 

klasik, namun berbarengan dengan itu ia tetap setia 

pada cita-cita humanisme dan modernisme Islam. 

Ditambah lagi wawasan kesejarahan dan sosiologis 

dipelajarinya telah memungkinkan Nurcholis untuk 

menyuguhkan wawasan dan interprestasi ajaran 
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dasar Islam yang terbebas dari mitos pemihakan 

ideologis karena kepentingan politik praktis. 

7. Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi 

Dan Visi Baru Islam Indonesia (1995). Buku ini 

sebagaimana buku monumentalnya Islam Doktrin 

dan Peradaban, memilik maistream yang sama, yakni 

menghadirkan ajaran Islam secara lebih human, adil, 

inklusif dan egaliter yang bertolak dari paradigma 

tauhid dan etika. Hanya saja, pemikiran-pemikiran 

Nurcholis dalam buku ini, menyajikannya dengan 

wawasan yang lebih kosmpolit dan universal 

sekaligus mempertimbangkan aspek parsial dan 

kultural pham-paham keagamaan yang berkembang. 

Hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa bagi 

Nurcholis agar ajaran-ajaran Islam yang universal 

senantiasa memiliki relevansinya dengan tuntutan 

ruang dan waktu, harus dilakukan dialog kultural 

antara ajaran universal dengan yang partikular. 

Dikatakan oleh Wahyuni Nafis dalam kata pengantar 

buku ini, Nurcholis mengajak kita untuk bisa 

memahami mana yang benar-benar agama—yang 

karenanya bersifat mutlak—dan mana yang benar-

benar sebagai budaya—yang karenanya relatif dan 

sementara. Agama dan b udaya sebagaimana sudah 

banyak disuarakan oleh banyak pemikir kebudayaan, 

pada kenyataannya tidak dapat dipisahkan, namun 

dapat dibedakan. 



 
 

 
 

47 

8. Masyarakat Religius (1997). Buku yang berisi lima 

bab ini mengetengahkan Islam dan konsep 

kemasyrakatan, komitmen pribadi dan sosial, konsep 

keluarga Muslim, prinsip medis dan kesehatan 

keluarga Muslim serta konsep ,engenai eskatologis 

dan kekuatan supra alami. 

9. Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam 

Pembangunan Di Indonesia (1997). Buku ini terdiri 

dari lima bab juga, yaitu kajian ilmiah terhdap Islam 

di Indonesia, bagaimana peran umat Islam Indonesia 

menyongsong era tinggal landas. Dimensi sosial 

budaya dan pembangunan di Indonesia serta 

demokrasi di Indonesia. Dalam buku ini Nurcholia 

membahas peran dan fungsi pancasila, organisasi-

organisasi politik dan Golkar, pemilu, demokrasi, 

senokratisasi, oposisi, keadilan, dan dinamika 

perkembangan intelektual Islam di Indonesia. 

Kecuali itu yang menarik ketika Nurcholis berbicara 

mengenai oposisi yang dimaksudnya adalah “oposisi 

loyal”. Oposisi seperti inilah yang dibenarkan dalam 

masyarakat yang memegang teguh prinsip-prinsip 

musyawarah. Dalam konteks ini Nurcholis 

menegaskan bahwa oposisi memang diperlukan, 

karena ia mempertajam pikiran. 

10. Kaki Langit Pedaban Islam (1997). Buku ini 

merupakan suntingan sebagian kumpulan makalah 

Nurcholis yang ditulis dalam rentang waktu 10 
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tahunan antara tahun 1986-1996. Buku ini berisi tiga 

bab. Pertama, mengetengahkan wawasan peradaban 

Islam. Kedua, menjelaskan sumbangan pemikiran-

pemikiran para tokoh Muslim, antara lain Asy-

Syafi’i dalam bidang hukum Islam, Al-Ghazali 

dalam bidang tasawuf, Ibnu Rusyd dalam bidang 

filsafat dan Ibnu Khaldun dalam bidang filsafat 

sejarah dan sosial. Dan ketiga, mengenai dunia Islam 

dan dinamika global. 

11. Konekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah 

(1997). Buku ini berisi kumpulan makalah yang 

ditulis oleh berbagai tokoh Muslim di Indonesia. 

Dalam buku ini, Nurcholis menyumbang 17 buah 

entry, dibawah tema-tema penafsiran al-Qura’an, 

konsep dasar al-Qur’an, disiplin ilmu keislaman 

tradisional, fiqh dalam realitas umat Islam, dimensi 

esoteris ibadah dan implikasinya pada 

pengembangan etika sosial, serta dimensi sosial dari 

ajaran Islam. 

12. Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan 

(1997). Buku ini merupakan seleksi atas makalah-

makalah Nurcholis sekitar dua puluh tahun yang 

lalu. Buku ini memuat deskripsi dunia pesantren 

dengan segala dinamika perkembangannya, 

berhadapan dengan wacana modernisasi. Meskipun 

telah berlalu kurang lebih 20 tahunan, kehadiran 

buku ini tetap menunjukkan signifikansinya dalam 
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rangka mencari dan menemukan format baru dunia 

pesantren berhadapan dengan realitas eksternal yang 

mengitarinya. 

13. Dialog Keterbukaaan, Artikulasi Nilai Islam Dalam 

Wacana Sosial Politik Kontemporer (1997). Buku 

ini sangat berbeda dengan buku-buku Nurcholis 

lainnya, karena ia merupakan kumpulan wawancara 

yang pernah dimuat dalam berbagai media masa dari 

sekitar tahun 1970-an sampai 1996-an, dengan tema 

yang sangat beragam dan spontan, meliputi berbagai 

persoalan aktual, politik, budaya, pendidikan, sampai 

peristiwa 27 Juli. Meskipun lebih merupakan bacaan 

ringan,akan tetapi dengan kata pengantar yang 

panjang lebar dari seorang pengamat politik seperti 

Fachry Ali, buku ini sanhat menarik dan menjadi 

pendukung penting untuk dapat menangkap semua 

gagasan yang pernah dilontarkan Nurcholis dalam 

buku-buku yang lain. 

14. Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi (1999). Buku 

dapat dikatakan merupakan perjalanan panjang 

pandangan sosial politik Nurcholis, dalam wacana 

perpolitikan di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan 

oleh pemberi kata pengantar apa yang ada dalam 

buku ini dapat menyarikan pemikiran-pemikiran 

yang selama ini digeluti Nurcholis, yakni bahwa 

semua gagasan yang pernah dilontarkannya dalam 

berbagai bidang merupakan tranformasi nilai-nilai 
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al-Qur’an dalam bidang merupakan tranformasi 

nilai-nilai al-Qur’an dalam mewujudkan masyarakat 

madani, istilah yang sekarang makin populer dalam 

wacana nasional bangsa kita. 

Adapun yang berupa karya tulis, disertasi dan 

artikel-artikel baik yang berbahasa Arab, Inggris 

ataupun Indonesia, antara lain:  

a. Al-Qur’an, ‘Arabiyyun Lugbat-an wa ‘Alamiy-un 

Ma’n-‘an (1968). Merupakan karya skripsi 

sarjananya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Dalam karya tulis ini Nurcholis membahas al-Qur’an 

dilihat dari segi makna dan bahasanya. Menurutnya, 

alqur’an dilihat dari segi bahasa bersifat lokal karena 

menggunakan bahasa Arab, sebab diturunkan di 

kawasan benua Arabia. Tetapi, dari segi makna al-

Qur’an memiliki kandungan pengertian universal, 

sebab ia merupakan kitab rahmat bagi seluruh alam 

semesta. Belum diterbitkan. 

b. Ibn Taimiyah On Kalam And Falsafah”; Problem Of 

Reason And Revelation In Islam, (1984). Karya ini 

merupakan disertasi doktrolnya di Chicago 

University, A.S., yang mengetengahkan tentang 

kajian kalam dan filsafat. Sampai sekarang belum 

diterbitkan. 

c. “Pesantren Dan Tasawuf”, dalam M. Dawam 

Rahardjo (ed.), pesantren dan pembaharuan, 

Jakarta:LP3ES, Cet. Ke-2, 1983. Dalam tulisan ini 
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Nurcholis menjelaskan mengenai akar-akar sejarah 

pertumbuhan tasawuf, sekaligus juga menyinggung 

secara singkat hubungan antara tasawuf dengan 

cabang-cabang keilmuan Islam lainnya, yaitu Ilmu 

Kalam dan Fiqh. Menurut Nurcholis, yang seringkali 

terjadi benturan sesungguhnya bukan tasawuf 

dengan Ilmu Kalam, tetapi, antara tasawuf dengan 

fiqh. Hal tersebut adalah wajar, karena memang 

terdapat perbedaan penekaan antara kedua disiplin 

ilmu tersebut: yang satu pada aspek dlamair 

(esoteris) dan yang lain pada aspek zuwahir 

(eksoterik). 

d. “Tasawuf sebagai inti keberagaman” dalam 

pesantren No.3/Vol. II/1985. Nurcholis menjelaskan 

bahwa dalam khazanah keilmuan Islam dikenal tiga 

cabang: Fiqh (Syari’ah), Ilmu Kalam dan tasawuf 

merupakan dimensi esoteris Islam yang harus 

dihidupkan kembali, untuk mengimbangi 

kecendrungan keagmaan yang formalitistik dan 

legalistik. Lebih dari itu, menurut Nurcholis 

sesungguhnya dimensi tasawuf mempunyai akar 

yang kuat (built in) dalam al-Qur’an, bahkan, jauh 

lebih kuat daripada orientasi hukum (fiqh). 

e. “Akhlak dan Iman” dalam Adi Badjuri (peny) dalam 

Pelita Hati (1989). Dalam buku yang berisi 

kumpulan dari tiga penulis utama ini, Nurcholis 
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menulis artikel-artikelnya dengan pendekatan 

filosofis. 

f. “Pengaruh Kisah Israiliyat Dan Orientalisme 

Terhadap Islam dalam K.H. Abdurahman 

Wahid,et.al., Kontrovensi Pemikiran Islam Di 

Indonesia, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991. 

Dalam tulisan ini Nurcholis membahas seberapa jauh 

tingkat pengaruh kisah-kisah Israiliyat dalam 

pemikiran Keislaman, khususnya dalam bidang 

tafsir. Begitu juga, Nurcholis menjelaskan mengenai 

orientalisme dan seberapa jauh pengaruhnya terhdap 

Islam. 

g. “Al-Quds” dalam Wahyuni Nafis (ed.), Rekonstruksi 

dan Renungan Religius Islam, Jakarta: Yayasan 

Wakaf Paramadina, 1996. Nurcholis mengangkat 

tema “al-Quds”, yang merupakan obyek yang 

signifikan bagi tiga agama besar di dunia. Tetapi 

dalam perkembangan sejarahnya, kadangkala telah b 

erkembang sedemikian rupa menjadi mitos-mitos 

dan legenda. Dalam kaitan ini Nurcholis, berupaya 

menyajikan-nya dengan perspektif yang kritis dan 

analitis yang didukung oleh pendekatan sejarah 

modern, sehingga nampak kejelasan posisi tempat 

suci tersebut dalam wacana keagamaan tiga agama, 

Yahudi, Kristen, dan Islam. 

h. “Aktualisasi Ajaran Ahlussunnah Wal Jama’ah” 

dalam M.Dawam Rahardjo (pengantar), Islam 
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Indonesia Menatap Masa Depan, Jakarta: 

Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan 

Masyarakat (P3M),1989. Dalam tulisan ini 

Nurcholis membahas mengenai prinsip-prinsip 

ajaran aliran teologi Ahlus-sunnah Waljama’ah. 

Tema ini menurut Nurcholis menjadi penting sebab 

perbincangan teologi dalam konteks pembaharuan 

pemikiran memiliki peran yang strategis dan 

signifikan. 

i. “The Issue Of Modernization Among Muslim In 

Indonesia: From a Participant’s View”, dalam 

Gloria Davis (ed.) 

j. “What Is Modern Indonesia Culture ?” (Athen 

Ohio: University of Ohio Southeast AsiaStudies, 

1979). 

k. “Islam in Indonesia: Challenges An Oppoturnities”, 

dalam Cyriac K. Pullaphilly (ed.) 

l. “Islam in The Contempory World” (Notre Dame, 

Indiana:Cros Road Books, 1980). 

m. Dll. 

Melihat begitu banyaknya karya-karya ilmiah yang 

dihasilkan oleh Nurcholis sebagaimana yang 

sebagiannya berhasil penulis himpun, menunjukan 

suatu kenyataan bahwa Nurcholis merupakan 

seorang intelektual Muslim yang produktif. 

Pemikirannya dalam berbagai bidang telah diakui, 

khususnya dalam wacana pembaharuan pemikiran 
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Islam di Indonesia. Lebih dari itu, pemikiran-

pemikirannya, baik yang dituangkan dalam buku, 

artikel, makalah ataupun ceramah-ceramahnya 

dalam berbagai kesempatan, senantiasa menarik 

untuk  didiskusikan, bahkan, tak jarang 

menimbulkan  polemik yang berkepanjangan. Inilah 

kemudian yang membedakan sosok Nurcholis begitu 

berbeda dengan sosok-sosok intelektual Muslim 

Indonesia lainnya.37 

                                                           
37 Nurcholis Madjid, Wacana Keagamaan & Politik,...., h.37. 
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BAB IV 

ANALISIS PEMIKIRAN SEKULARISASI POLITIK 

ISLAM MENURUT ALI ABD RAZIQ DAN 

NURCHOLIS MADJID 

 

D. Pemikiran Ali Abd Raziq Tentang Sekularisasi Politik Islam 

Pandangan Muhammad Abduh bahwa dalam Islam tidak ada 

kekuasaan keagamaan, dan bahwa semua rakyat Mesir memikul 

tanggung jawab yang sama, dan mempunyai hak yang sama, baik 

dalam bidang politik, ekonomi, dan dimuka hukum tanpa 

mempertimbangkan perbedaan agama, dan keyakinan seperti yang 

tertera dalam program partai Nasional Mesir, serta sikapnya yang 

resptif dan akomodatif terhadap peradaban barat, mempengaruhi 

banyak orang. Maka dikalangan sahabat, murid, dan pengikut Abduh, 

berkembang kecendrungan ke arah nasionalisme dan sekularisme. 

Khususnya cendekiawan muslim Mesir yang mengenyam pendidikan 

Barat, di anataranya Ahmad Lutfi Sayyid, Thaha Husein, dan Ali Abdul 

Raziq.38 

Program sekularisme Barat terutama ide penghapusan sistem 

kekhalifahan dalam Islam, merupakan ide Ali Abd Raziq yang 

spektakuler dalam sejarah modernisme Mesir. Ia, seperti Thaha Husain 

juga mempunyai latar pendidikan Barat. Ia berhasil mencerna 

pemikiran modern untuk memajukan rakyat Mesir. 

                                                           
38Muji Mulia, Sejarah Sosial Dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq,...., 

hal.123. 
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Tema sentral pemikiran Ali Abd Raziq adalah masalah khilafah. 

Untuk menjelaskan tanggapannya tentang khilafah, Ali Abd Raziq 

menulis tiga buku yang isinya berkaitan satu dengan lainnya. Buku 

pertama berjudul Khilafah dan Islam, Isinya membahas tentang 

pengertian khilafah dan tipologinya, hukum kekhalifahan, dan tin jauan 

sosiologis mengenai khilafah. Buku kedua berjudul Pemerintahan dan 

Islam, berisi tentang sistem pemerintahan periode Nabi, risalah 

pemerintahan, dan perbedaan risalah pemerintahan, serta perbedaan 

antara agama dan Negara. Sedangkan buku yang ketiga berjudul 

Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam, Isinya menjelaskan tentang 

asal usul istilah khilafah dalam Islam. 

Dalam buku pertama, ia mengawali pembahasan dengan 

menjelaskan pengertian khilafah. Menurutnya, yang dimaksud dengan 

khilafah adalah pengganti orang lain baik karena absennya orang yang 

digantikan itu, karena meninggal dunia, maupun alasan-alasan lain. 

Karena yang diganti adalah Rasulullah maka istilah khalifah disebut 

juga khalifah Rasulullah, bahkan dalam perkembangannya menjadi 

khalifatullah fil ardl. 

Ali Abd Raziq mengemukakan bahwa khilafah adalah satu pola 

pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi dan mutlak berda pada 

seorang kepala negara/pemerintah dengan gelar khalifah, pengganti 

Nabi Muhammad, dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan dan 

urusan umat/rakyat, baik keagamaan maupun keduniaan, yang 

hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya.39 

 

                                                           
39Muji Mulia, Sejarah Sosial Dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq,…., 

hal.124. 
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Sebab-sebab kontrovensi 

1. Tidak adanya nas yang qath’i tentang kenegaraan 

Bagi pemikir Islam memang terdapat kesulitan dalam 

menentukan bentuk negara yang sesuai dengan ajaran Islam 

dan dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini  disebabkan 

karena tidak terdapat nas yang jelas baik Alqur’an maupun 

hadis yang menjelaskan secara rinci tentang bentuk negara 

dan hukum mendirikannya. Itulah sebabnya sejarah politik 

Islam terdapat berbagai teori dan bentuk negara Islam. 

Dalam Al-quran terdapat sejumlah ayat yang 

mengandung peinsip-prinsip bermasyarakat, ketaatan, 

kepada pemimpin, toleransi, kerja sama dan sebagainya. 

Akan tetapi tidak ada satu ayat pun yang mengajarkan 

sistem pemerintahan tertentu yang harus dianut oleh umat 

Islam. Itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan 

pemikiran Ali Abd Raziq dengan para pemikir muslim 

lainnya tentang persoalan khilafah khususnya, dan teori-

teori politik Islam pada umumnya. 

 

2. Tidak ada bentuk pemerintahan yang kongkrit 

Dimasa khulafa al-rasyidin mungkin  dapat dijadikan 

pedoman bagi umat Islam dalam kehidupan politik. Namun 

realitas menunjukan bahwa dalam penerapan politik di 

zaman itu banyak terjadi perkara yang seharusnya tidak 

terjadi. Oleh karena itu, dapat dipahami perbedaan 

pemikiran politik didunia Islam telah terjadi dari para 

pelaku politik sejak permulaan sejarah politik Islam. 
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Dengan  demikian, perbedaan pemikiran Ali Abd Raziq 

dengan  para pemikir lainnya dalam persoalan ini adalah hal 

yang lumrah dan bukan persolan baru. 

3. Modernisasi Islam 

Permulaan abad  XIX, modenisasi telah merambah 

dunia Islam. Kondisi ini sangat mendukung terjadinya 

perbedaan dan persamaan ide tentang konsep kenegaraan di 

antara pemikir Politik Islam. Modernisasi membawa ide-ide 

baru ked dunia Isla seperti nasionalisme, liberalisme, 

demokrasi, sekularisasi dan sebagainya.40 

Gagasan Ali Abd Raziq penting bagi 

perkembangan pemikiran politik Islam bukan hanya di 

Mesir, tapi juga di semua negeri Muslim lain di dunia. 

Posisinya sebagai ulama telah menginspirasi banyak 

pembaru Muslim untuk percaya kepada argumennya. 

Dia menjadi pelopor serta pemevah miskonsepsi umum 

bahwa sekularisme hanya mungkin untuk dan, karena 

itu, hanya datang dari alam pikiran sekular, seperti 

dinyatakan Fauzi M. Najjar, kontrubusi Ali Abd Raziq 

telah membuka jalan yang lebar bagi Muslim modern, 

khususnya mereka yang religius, untuk menemukan 

basis teologis bagi sekularisme.41 

Ali Abdul Raziq mempunyai pemikiran yang 

ditantang banyak kalangan, terutama para pemikir 

                                                           
40  Muji Mulia, Sejarah Sosial Dan Pemikiran Politik Ali AbdulRaziq,...., 

hal.125. 
41  Luthfi Assyaukanie, Ideologi Islam dan Utopia,(Jakarta :  Agustus 2011), 

hal.39. 
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pembaharuan Islam. Pemikirannya tertuang dalam 

sebuah buku berjudul Al-Islam Wa Ushulul Al-

Hukumyang diterbitkan pada tahun 1925. Pemikirannya 

yang tertuang dalam buku tersebut adalah tentang 

sekularisme, yaitu memisahkan antara agama dan 

negara. Dia berpendapat bahwa agama tidak ada 

kaitannya sama sekali dengan negara. 

Pada masa itu pertumbuhan dan pemikiran Ali 

Abd Raziq terpengaruh oleh anggota keluarganya yang 

mempunyai hubungan erat dengan orang inggris, dan 

pokok pemikiran yang ada kaitannya dengan keadaan 

pada waktu itu dan situasi politik Ali Abd Raziq, bahwa 

pada waktu itu kondisi politiknya sangat penting, 

terjadinya perang dunia I yang dikumandangkan pada 

bulan juli 1914 yang kemudian yang diikuti oleh 

revolusi Turki yang saat itu merupakan negara 

kekhalifahan yang menyatakan perang ke negara Inggris 

yang di benarkan oleh undang-undang inggris lalu 

menduduki Mesir, dan pada saat itu sesuai dengan 

undang-undang internasional merupakan bagian 

kekhalifahan Turki Usmani yakni negara kekhalifahan 

Islam dan Merupakan ikatan keagamaan yang historis. 

Bangsa Mesir mengakui kekuasaan politik dan spritual 

khalifah Turki yang mengakui kekuatan khalifah yaitu 

kekuasaan umat Islam yang berpusat di Istambul. Dan 

ketika perang Turki dan Inggris pecah maka pusat 

pemerintahan Inggris pindah ke Mesir, dan pada 
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kekritisan masyarakat Mesir dalam bentuk nasionalisme 

membenci mereka dan tidak mau mengakui 

kekuasaannya sedangkan pada saat yang sama hubungan 

Mesir dengan Turki sesama muslimnya di segenap 

penjara ikut terpengaruh pula.42 

Buku al-Islam wa Ushul al-Hukm 

Tepatnya April 1925, Syekh Ali Abd Raziq, 

seorang hakim Syar’iyyah di al-Manshurah mnerbitkan 

sebuah buku kontroveresial yang menunutut 

dihapuskannya kekhilafahan dan mengingkari 

eksistensinya dalam ajaran Islam. Penerbitan buku ini 

mendapatkan reaksi yang luar biasa dari kalangan umat 

Islam di seluruh dunia. Judul buku tersebut adalah al-

Islam wa Ushul al-Hukm. 

Tesis utama dari buku ini adalah: 

1. Nabi Muhammad tidak membangun Negara dan 

otoritasnya murni bersifat spiritual 

2. Bahwa Islam tidak menentukan system 

pemerintahan yang definitive. Karena umat Islam 

boleh memilih bentuk pemerintahan apapun yang 

dirasa cocok. 

3. Bahwa tipe-tipe pemerintahan yang dibentuk setelah 

wafatanya Nabi tidak memiliki dasar dalam doktrin 

Islam.sistem ini semata-mata diadopsi oleh orang-

                                                           
42 Jumni Nelli,Pemikiran Politik Ali Abd Raziq : Jurnal Pemikiran Islam,…., 

hal.78. 



 
 

 
 

61 

orang Arab dan dinaikan derajatnya dengan istilah 

khilafah untuk memberi legitimasi religious. 

4. Bahwa system ioni telat menjadi sumber tipuan bagi 

sebagian besar persoalan dunia Islam karena ia 

digunakan untuk meligitimasi tirani dan 

menimbulkan dekadensi umat Islam. 

Dalam sistematikanya, buku tersebut terbagi 

menjadi tiga bagian : 

1. Dalam bagian pertama diuraikan tentang definisi 

khilafah atau lembaga khalifah beserta ciri-ciri 

khususnya, kemudian dipertanyakan tentang dasar 

anggapan bahwa mendirikan pemerintah dengan pola 

khilafah itu merupakan suatu keharusan dalam agama 

islam, dam akhirnya dikemukakan bahwa baik dari 

segi agama maupun segi rasio, system pemerintahan 

khilafah itu tidak perlu. 

2. Dalam bagian kedua diuraikan tentang pemerintahan 

dan Islam, tentang perbedaan antara risalah atau misi 

kenabian dengan pemerintahan, dan akhirnya 

disimpulkan bahwa risalah kenabian itu bukan 

pemerintahan dan bahwa agama bukan Negara. 

3. Dalam bagian ketiga dan terakhir diuraikan tentang 

khilafah atau lembaga khilafah dan pemerintahan 

dalam sejarah. Dalam hal ini Ali Abd Raziq berusaha 

memebedakan antara mana yang Islam dan mana yang 

arab, mana yang khilafah Islamiyah dan mana yang 
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Negara Arab, serta mana yang agama dan mana yang 

politik.43 

Lepas dari pandangan para pengkritiknya, secara 

substansial ada beberapa aspek dari pemikiran Ali Abd 

Raziq yang perlu mendapat tempat untuk dielaborasi dan 

direkontruksi untuk kepentingan studi politik Islam 

kontemporer. Sekularisasi memang berbahaya bagi 

eksistensi sebuah agama, terlebih Islam. Tetapi, sisi 

sekularisasi yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa 

sekularisasi menjamin sebuah kekuasaan yang tegak 

diatas kepentingan agama apapun, dan pada titik inilah 

pemikiran Ali Abd Raziq menemukan relevansinya 

dalam konteks kehidupan politik yang pluralistik. 

Ali Abd Raziq bukan tidak memiliki perasaan 

persatuan dan bukan seperti yang dituduhkan sebagian 

orang bahwa ia ingin menerapkan gagasan sekularisme 

Barat terhadap Islam. Sebagai seorang ‘alim Al-Azhar 

yang luas pengetahuan agamanya dan sebagai seorang 

intelektual yang pernah mengecap pendidikan Barat 

serta berpengalaman melihat negara-negara lain selain 

Mesir, al-Raziq tentunya memiliki wawasan dan 

pertimbangan yang matang hingga ia mengeluarkan 

ijtihad kontroversial itu. 

Gagasan politik Ali Abd Raziq yang demikian 

itu terlahir sebagai akibat bergolaknya revolusi politik 

                                                           
43  Jumni Nelli, Pemikiran Politik Ali Abd Raziq : Jurnal Pemikiran Islam,..., 

h.79 
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yang telah memisahkan kekuasaan politik keagamaan 

yang begitu mendominasi di dunia Islam, terutama yang 

terdekat dengan lingkar kehidupannya seperti revolusi 

Turki 1925 dengan bentuk sekularismenya, serta 

timbulnya nasionalisme Arab yang telah melahirkan 

kerajaan. 

Kiranya kondisi sosio-politik yang demikian 

inilah yang mendorong hingga ia berteori perlunya 

pemisahan antara agama dan negara (politik). 

Tampaknya teori ini, ia ingin menemukan konsep politik 

yang Islami, namun dibahasakan dengan perlunya 

pemisahan antara agama dan politik yang keduanya 

tidak mungkin dapat disatukan. Menurutnya agama 

bersifat sakral, sedangkan politik bersifat lebih profan.44 

Bagi pemikir Islam memang terdapat suatu 

kesulitan dalam menentukan bentuk Negara sesuai 

dengan kehendak ajaran Islam. Tidak ada nashs (teks) 

yang tegas yang dapat menentukan bentuk Negara dalam 

pandangan Islam. Itulah sebabnya kita menyaksikan 

dalam sejarah politik Islam bentuk Negara Islam tidak 

satu macam, dank arena itu pulalah para pemikir teori 

kenegaraan dalam Islam tidak bersatu pendapatnya 

dalam menentukan bentuk Negara.45 

 

                                                           
44 Jumni Nelli, Pemikiran Politik Ali Abd Raziq : Jurnal Pemikiran Islam,…., 

h.89 
45  Mohammad Afif, Kata pengantar, Negara sekuler yang mementingkan 

agama, dalam buku Ali Abdur Raziq, h. vi. 
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E. Pemikiran Nurcholis Madjid Tentang Sekularisasi Politik 

Islam 

Berbicara tentang pandangan politik Nurcholis sejak 

tahun 70-an sampai era reformasi sekarang ini, tidak bisa 

dipisahkan dari konteks sosial-politik Orde Baru. Menjelang 

pergantian dasawarsa 60-an, negara Orde Baru secara sadar dan 

rasional menetapkan modernisasi sebagai pilihan sosial, 

ekonomi maupun politik. Format politik Orde Baru secara tegas 

telah mengagendakan dan melancarkan restrukturisasi mendasar 

yang kemudian digunakan untuk menopang proses akselerasi 

modernisasi dan perkembangan ekonomi. 

Telaah kita ketahui bersama bahwa dua persoalan 

penting yang membawa pada tumbangnya rezim Orde Lama 

adalah persoalan ekonomi dan persoalan politik. Persoalan 

ekonomi, seperti tingginya angka inflasi yang mencapai 650 

persen, membengkaknya angka pengangguran dan memusatnya 

kekuatan ekonomi dunia maupun kawasan—merupakan salah 

satu diantara sekian banyak faktor pemicu yang melecut dan 

mempercepat terjadinya gerakan kontra revolusi, yang 

kemudian berakhir dengan meletusnya peristiwa 30 September 

1965.46 

Gagasan sekularisasi—sebagaimana diakuinya diambil 

dari Talcot Parson, Harvey Cox dan Robert N. Bellah—diphami 

Nurcholis sebagai pembebasan atau “menduniawikan” nilai-

nilai yang sudah semestinya duniawi dan melepaskan umat 

Islam dari kecendrungan untuk mengukhrowikannya. Dalam 

                                                           
46 Nurcholis Madjid, Wacana Keagamaan & Politik,....,hal.163. 
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pengertian ini menurut Nurcholis sekularisasi pada hakekatnya 

adalah rasionalisasi dan desakralisasi. Terdapat konsistensi 

antara sekularisasi dan rasionalisasi, sebab substansi 

sekularisasi adalah memecahkan dan memahami masalah-

masalah duniawi dengan mengerahkan kecerdasan (rasio). 

Upaya rasionalisasi—dalam pengertian berpikir ilmiah—sangat 

dimungkinkan, kalau dunia sebagai obyek pemikiran ilmiah 

dilepaskan dari mitos-mitos yang mensakralnya.Desakralisasi, 

demitologisasi atau sekularisasi mengimplisitkan “devaluasi 

radikal” terhadap obyek-obyek mitologi: diturunkannya nilai-

nilai sakral menjadi obyek yang hanya mengandung kegunaan 

praktis. Maka, tegas Nurcholis segala sesuatu harus kembali 

kepada prinsip tauhidyang terangkum dalam kalimat syahadat, 

dimana orang harus mantap dan tidak men-tabu-kan “sesuatu”, 

karena hanya Tuhan-lah yang tahu.47 

Dengan demikian, sekularisasi yang dimaksudkan 

Nurcholis berarti pembebasan tatanan sosio kultural dari ikatan-

ikatan formal kegamaan. Agama ditempatkan pada tingkat yang 

lebih abstrak sebagi nilai-niali etis. Akan tetapi, tidak berarti 

agama kehilangan signifikansinya dalam kehidupan duniawi. 

Sebagai sistem nilai, agama berfungsi memberikan arah dan 

orientasi, sekaligus makna hidup serta legitmasi terhadap tertib 

sosial.48 

Dalam pengertian inilah, Nurcholis melihat sekularisasi 

dalam kehidupan politik harus dilakukan, mengingat disatu 

                                                           
47 NurcholisMadjid, Wacana Keagamaan & Politik,...., hal.173. 
48 NurcholisMadjid, Wacana Keagamaan & Politik,...., hal.174. 
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pihak situasi politik Orde Baru menuntut adanya perubahan 

dalam tindakan dan prilaku emosi umat Islam, yang mana 

idealisme akan adanya integrasi merupakan sesuatu yang tidak 

realitis dan utopis, bahkan hanya akan membawa kepada 

kejumudan dan kemacetan pemikiran umat.49 

Gagasan sekularisasi atau desakralisasi tersebut dalam 

kehidupan politik menurut Nurcholis mengandung semangat 

demokratisasi, dan dalam konteks itu pula membawa implikasi 

penolakan terhadap gagasan partai Islam atau negara Islam. 

Bagi Nurcholis, adanya sekularisasi atau desakralisasi tersebut, 

diharapkan akan menciptakan suatu efek yang meruntuhkan 

monopoli dan konsentrasi kekuasaan melalui kontrol terhadap 

sistem simbolik keagamaan di tangan para pemimpin partai.50 

Dari sini, menarik apa yang dilakukan oleh Nurcholis 

dalam rangka memberikan dasar-dasar teologis bagi gagasan 

politik Islam sejak era 70-an sampai sekarang ini adalah 

bersumberkan dan hermotifkan Islam dengan mencoba secara 

cerdas mengakarkannya pada tradisi terbaik Islam. Konsep-

konsep yang ada dalam al-Qur’an ditranformasikan oleh 

Nurcholis ke dalam konteks politik modern. Misalnya 

pernyataan al-Quran yang memerintahkan untuk menegakan 

keadilan sebagai sesuatu yang sangat mendekati taqwa—(Q.S 

Al-Maidah 5:8) yang oleh Nurcholis diterjemahkan sebagai 

:keinsyafan ketuhanan dalam diri manusia” ditafsirkan dengan 

cara yang sangat modern dengan mengatakan “sebuah sistem 

                                                           
49 NurcholisMadjid, Wacana Keagamaan & Politik,...., hal.175. 
50 NurcholisMadjid, Wacana Keagamaan & Politik,...., hal.176. 
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yang sosial dan adil, merupakan kelanjutan logis saja dari 

keinsyafan ketuhanan tersebut. Tentu saja wujudnya dalam 

bayangan Nurcholis bukan negara Islam sebagaimana yang dulu 

diperjuangkan oleh Masyumi era 60-an, tetapi suatu bentuk 

masyarakat Islam, yang kelak menjadi suatu masyarakat madani 

di Indonesia. Dalam konteks ideal masyarakat madani ini 

Nurcholis menariknya kepada gambaran ideal masyarakat 

klasik (salaf) yang sangat dikaguminya.51 

Disamping itu, dalam era reformasi—dimana ledakan 

partisipasi politik di kalangan umat Islam muncul kembali 

dalam bentuk partai-partai bersimbolkan agama—Nurcholis 

tetap konsisten dengan gagasan desakralisasi (deislamisasi) 

politik sekaligus melangkah lebih jauh:berusaha membangun 

suatu reformasi politik Islam yang khas dan berakar kuat pada 

tradisi Islam klasik : peradaban Islam yang bukan hanya viable 

dalam era modern, tetapi juga pada masa postmodern. Dalam 

kaitan ini bisa dimengerti mengapa Nurcholis sangat 

menegaskan perlunya menegakkan kembali prinsip-prinsip 

politik yang sangat modern yang pernah dikembangkan oleh 

masyarakat (salaf) ; sikap egaliter, inklusif, demokratis, 

partisipatif, berkeadilan dan lain sebagainya.52 

Untuk mewujudkan obsesi diatas, “teologi inklusif” 

tampak menjadi elemen kunci pemikiran Nurcholis. Salah satu 

ciri mendasar teologi inklusif ini—telah dibahas pada bab-bab 

sebelumnya adalah memberikan formulasi bahwa Islam 

                                                           
51 NurcholisMadjid, Wacana Keagamaan & Politik,...., hal.182. 
52 NurcholisMadjid, Wacana Keagamaan & Politik,....,hal.183. 
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merupakan agama terbuka (open religion). Prinsip Islam seperti 

ini, tentu saja menolak ekslusivisme dan absolutisme, serta 

sebaliknya memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap 

pluralisme. Lebih dari itu, pemikiran Islam seperti itu mampu 

berperan sebagai paradigma etik dan moral universal, sekaligus 

mampu melahirkan dasar-dasar teologis baru politik Islam dan 

mampu merumuskan kembali cita-cita dan strategi perjuangan 

politik Islam yang respek terhadap keadilan, demokrasi dan 

pluralisme.53 

Dalam dunia pemikiran, gagasan sekularisasi merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari ijtihad Nurcholis, pengertian 

sekularisasi dimaksudkannya sebagai suatu proses 

penduniawian, dalam pengertian meletakkan peranan utama 

pada ilmu pengetahuan. Maka pengertian pokok tentang 

sekularisasi yaitu pengakuan wewenang ilmu pengetahuandan 

penerapan dalam membina kehidupan duniawi, dan ilmu 

pengetuhuan itu sendiri terus berproses dan berkembang menuju 

kesempurnaannya. 

Dalam pandangan Nurcholish, sekularisasi mempunyai 

kaitan erat dengan desekralisasi, karena keduanya mengandung 

unsur pembebasan. Sekularisasi berarti terlepasnya atau 

pembebasan dunia dari pengertian religious. Begitu pula 

desekralisasi dimaksudkan sebagai pembebasan dari legitimasi 

sakral. Pemutlakan transendensi semata-mata kepada tuhan 

sebenarnya harus melahirkan “desekralisasi” pandangan 

terhadap semua selain tuhan; sebab sakralisasi kepada sesuatu 

                                                           
53 NurcholisMadjid, Wacana Keagamaan & Politik,....,hal.184. 
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selain kepada tuhan pada hakikatnya adalah syirik yang 

merupakan lawan dari Tauhid. Maka semua objek yang selama 

ini dianggap sakral tersebut merupakan objek yang harus 

didesakralisasikan. 

Dengan pembebasan berarti  manusia mengarahkan 

hidupnya menuju keadaan asli (fitrah), selaras dengan 

eksistensinya, serta membebaskan diri dari keinginan duniawi 

yang cenderung kea rah sekular. Islam tidak memberikan makna 

sakral kepada alam seisinya, terhadap langit, bumi, bintang, 

gunung, sungai, pohon, batu, lautan dan segala yang ada di 

alam. Islam melihat semua itu sebagai ciptaan tuhan, sebagai 

ayat tuhan yang tidak boleh disakralkan. Bahkan justru ayat-

ayat atau tanda-tanda inilah yang harus di ungkapka, diselidiki, 

dan di manfaatkan untuk kepentingan manusia. Kelebihan yang 

telah diberikan Tuhan berupa akal inilah yang harus digunakan 

untuk membongkar rahasia alam yang merupakan komponen 

fundamental dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 

Dengan uraiannya tentang sekularisasi itu, Nurcholish 

bermaksud membedakan bukan memisahkan persoalan-

persoalan duniawi dan ukhrawi. Pembedaan ini diperlukan 

karena ia melihat umat Islam tidak bisa melihat dan memahami 

persoalan secara proporsional. Para meter yang digunakan 

untuk memberikan penilaian terhadap nilai-nilai yang “islami” 

sering kali dikaitkan dengan tradisi yang sudah dianggap 

mapan. Sehingga Islam disejajarkan dengan tradisi, dan menjadi 

islami disederajatkan dengan menjadi tradisionalis. Karena itu 

membela Islam sama dengan membela tradisi, sehingga sering 
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muncul kesan bahwa kekuatan Islam adalah kekuatan tradisi 

yang bersifat reaksioner. Pandangan-pandangan para pemimpin 

Islam yang seperti ini menurut Nurcholish telah menyebabkan 

mereka kurang memberikan respons yang wajar terhadap 

perkembang an pemikiran yang ada di dunia saat ini. 

Dengan maksud lebih memberikan penegasan kepada 

apa yang dimaksudkannya sebagai sekularisasi, Nurcholish 

sekali lagi menga takan sekularisasi yang diidealisasikannya 

tidak dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme dan 

mengubah kaum Muslim menjadi sekularis. “Tetapi 

dimaksudkan untuk men duniawikan nilai-nilai yang sudah 

semestinya bersifat duniawi, serta melepaskan umat Islam dari 

kecenderungan untuk mengukhrawikannya”. Melalui definisi 

sekularisasi semacam ini, umat Islam akan terbiasa dengan 

sikap mental untuk selalu menguji kebenaran suatu nilai di 

hadapan kenyataan-kenyataan material, moral maupun sejarah. 

Menurut Nurcholish, sekularisasi bukanlah sekularisme 

dan bahkan tidak identik dengan sekularisme sebagai paham 

tertutup, dan merupakan ideologi tersendiri yang lepas dari 

agama. Sekularisme dalam konteks demikian bukan sebuah 

proses tetapi sebuah ideologi tertutup yang berfungsi sangat 

mirip sebagai agama. 

Gagasan sekularisasi yang dimaksud Nurcholish 

bukanlah sekularisme seperti yang dikenal di Barat ( Eropa), 

tetapi sekularisasi sebagai salah satu bentuk “liberalisasi” atau 

pembebasan terhadap pandangan-pandangan keliru yang sudah 

mapan. Dalam uraiannya, Nurcholish secara terbuka 
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mengemukakan bahwa ia sama sekali tidak bermaksud 

menerapkan sekularisme. Bahkan konsisten dengan pandangan 

yang telah ditulisnya dua tahun sebelumnya. Ia dengan tegas 

menolak sekularisme. Nurcholish menjelaskan: 

Sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan 

sekula risme, sebab secularism is the name for an ideology, a 

new closed world view which function very much like a new 

religion. Dalam hal ini yang dimaksud ialah setiap bentuk 

liberating development. Proses pembebasan ini diperlukan 

karena umat Islam, akibat perjalanan sejarahnya sendiri, tidak 

sanggup lagi membedakan nilai-nilai yang disangkanya islami 

itu, mana yang transendental dan mana yang temporal.  

Menurut Nurcholish, pendekatan dari segi bahasa akan 

banyak menolong menjelaskan makna suatu istilah. Tentang 

etimologi sekularisasi, dia berpendapat: “Kata-kata ‘sekular’ 

dan ‘sekularisasi’ berasal dari bahasa Barat ( Inggris, Belanda 

dan lain-lain). Sedangkan asal katakata itu, sebenarnya, dari 

bahasa Latin, yaitu saeculum yang artinya zaman sekarang ini. 

Dan kata-kata saeculum itu sebenarnya adalah salah satu dari 

dua kata Latin yang berarti dunia. Kata lainnya ialah mundus. 

Tetapi, jika saeculumadalah kata waktu, maka mundus adalah 

kata ruang. Itulah sebabnya, dari segi bahasa pemakaian istilah 

sekular tidak mengandung keberatan apa pun. Malah, hal itu 

tidak saja benar secara istilah, melainkan juga secara 

kenyataan.” Jadi, secara etimologis, menurut Nurcholish, tidak 

ada masalah menggunakan kata sekular untuk Islam, karena 

memang “manusia adalah makhluk sekular”. 
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Lebih jauh Nurcholish menjelaskan tentang ini dengan 

menyatakan, pembedaan antara “sekularisasi” dan 

“sekularisme” semakin jelas jika dianalogikan dengan 

pembedaan antara rasionalisasi dan rasionalisme. Seorang 

Muslim harus bersikap rasional, tetapi tidak boleh menjadi 

pendukung rasionalisme. Rasionalisasi adalah suatu metode 

guna memperoleh pengertian dan penilaian yang tepat tentang 

suatu masalah dan pemecahannya. Ia menganjurkan setiap 

orang Muslim bersikap rasional dan melarang untuk tidak 

menjadi rasionalis. Sebab rasionalis berarti mendukung 

rasionalisme, sedangkan rasionalisme menurut Nurcholish 

waktu itu merupakan suatu paham yang bertentangan dengan 

Islam. Rasionalisme meng ingkari keberadaan wahyu sebagai 

media untuk mengetahui kebe naran, dan hanya mengakui wah 

yu semata. Dengan demikian rasiona lisasi mempunyai arti 

terbuka karena merupakan suatu proses, sedangkan rasionalisme 

mempunyai arti tertutup lantaran suatu paham ideologi. 

Aspek sentral dari sekularisasi, yaitu bahwa sekularisasi 

merupakan suatu proses, dalam pengertian mengalami 

perubahan dan penambah an yang lebih besar terhadap arah 

proses atau tujuan proses tersebut. Dalam hal ini karena 

pengertian sekular mengacu pada pengertian duniawi, maka 

pengertian sekularisasi sering diartikan proses pen duniawian. 

Dengan proses penduniawian untuk menye laraskannya dengan 

perkembangan zaman, proses ini tidak luput dari ancaman 

degradasi nilai-nilai yang ada, terutama yang menjadi korban 

adalah nilai agama. Pengertian sekularisasi lebih mengacu pada 
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pengikisan nilai-nilai agama dari pribadi-pribadi manusianya. 

Dengan demikian orang tersebut ke mudian lebih menge 

sampingkan urusan agama dari urusan duniawi. Urusan agama 

menjadi urusan pribadi yang harus dipisahkan dari urusan 

kenegaraan, dari panggung politik, sosial, ekonomi, budaya, 

pendidikan, dan segala macam urusan duniawi. 

Selanjutnya, Nurcholish menyatakan bahwa sekularisasi 

yang diidealisasikannya untuk lebih memanfaatkan misi 

duniawi manusia bukannya tanpa dasar. Menurutnya, ajaran al-

Qur’an yang berintikan pada posisi manusia sebagai hamba 

Allah dan wakil Allah di muka bumi merupakan dasar doktrinal 

Islam tentang sekularisasi. Dengan kata lain, Nurcholish 

tampaknya memahami proses sekularisasi se bagai 

“pembumian” ajaran-ajaran Islam sebagai yang inheren dengan 

misi kekhalifahan manusia. Di dalam al-Qur’an terdapat 

sejumlah ayat-ayat yang menegaskan posisi manusia sebagai 

hamba dan wakil Allah di muka bumi. Menurutnya, sikap 

seperti ini adalah konsekuensi logis dari konsepsi tauhid Islam, 

yang intinya pemutlakan transendensi semata-mata hanya 

kepada Tuhan.54 

                                                           
54   http://blackjack1994.blogspot.co.id/2016/02/sekularisme-menurut-

nurcholis-madjid.html. 
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Sejak meluncurkan gagasan sekularisasinya pada 1970-

an itulah sebagai intelektual, pemikiran Nurcholish banyak 

dikaji dan dibahas dalam konteks hubungandan dinamika 

keislaman dan keindonesiaan. Beliau bahkan dijuluki sebagai 

“lokomotif kaum pembaharu” yang dimasukkan ke dalam aliran 

neo-modernis Islam bersama Harun Nasution, Abdurrahman 

Wahid, Jalaluddin Rahmat, dan lainnya.  

Berbeda dengan paradigma kaum modernis dan 

tradisionalis (Al-Qurthuby, 1999), pemikiran Neo-modernism 

adalah suatu madzhab yang berusaha memadukan antara 

otensitas wahyu dengan realitas sosial yang dinamis. Antara 

wahyu yang transenden dan konteks yang profan. Oleh karena 

itu, Nurcholish berusaha membangun visi Islam di masa 

modern, dengan sama sekali tidak meninggalkan warisan 

intelektual Islam. Bahkan jika mungkin mencari akar-akar Islam 

untuk mendapatkan kemodernan Islam itu sendiri. 

Nurcholish kemudian tak dapat dipisahkan dan bahkan 

menjadi bagian dari perubahan politik ataupun pemikiran Islam 

sejak tahun 1970-an. Bahkan Fahri Ali melihatnya sebagai 

sebuah fenomena untuk konteks masyarakat Indonesia. 

Kefenomenalannya dapat dilihat bahwa ia mampu 

memengaruhi dan melahirkan perubahan-perubahan tertentu di 

dalam masyarakat Indonesia. Moeslim Abdurahman 

menjulukinya “Pendekar Islam dari Jombang”, Tempo 

menjulukinya “Penarik gerbong pembaharuan Islam”. 

Pemikiran dia dianggap sangat menarik, mendalam, tinggi dan 

bervisi jauh hingga mampu mempengaruhi basis sosial kelas 
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menengah dan atas. Karena itulah tidak mengherankan kalau 

kemudian ia dijuluki sebagai “Guru bangsa”. Atau bahkan 

untuk sebagian kalangan, Nurcholish adalah mitos yang diam-

diam menyebarkan virus Nurcholisisme sebuah cara pandang 

dan gaya fikir yang menjadikan Nurcholish sebagai model. 

Anders Uhlin yang melakukan studi terakhir tentang peta 

wacana politik intelektual di Indonesia, mengkategorikannya 

sebagai Neo Modernisme Islam justru karena gagasan-

gagasannya tentang demokrasi yang sumber utamanya dari 

dunia Muslim dan Barat sejak 1970-an.  

Dalam pandangan beberapa pengamat Islam, gebrakan-

gebrakan Nurcholish dipandang sebenarnya memiliki nuansa 

politis yang cukup besar. Bahwa satu sisi dengan pemikirannya 

Nurcholish berhasil melunakkan ataupun mengeliminir sebagai 

upaya menghindarkan tabrakan antara pergerakan Islam dengan 

Pemerintah. Pada sisi lain juga dimaksudkan sebagai upaya 

pribadi beliau untuk mendapatkan “legalisasi” atau semacam 

pengakuan bagi diri dan kelompoknya.55 

 

F. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Ali Abd Raziq dan 

Nurcholis Madjid tentang Sekularisasi Politik Islam yaitu 

Persamaan diantara kedua tokoh tersebut dalam 

pemikiran Ali Abd Raziq dan Nurcholis Madjid bahwa 

Sekularisasi Politik Islam yaitu Pemisahan antara agama dan 

negara (politik). Tampaknya dengan teorinya ini, ia ingin 
                                                           

55  Nasitotul Janah,Nurcholish Madjid dan Pemikirannya (Diantara 

Kontribusi dan Kontroversi) Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 1, 2017,hal. 

44. 
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menemukan konsep politik yang Islami, namun dibahasakan 

dengan perlunya pemisahan antara agama dan politik yang 

keduanya tidak mungkin dapat disatukan. 

Perbedaan menurut Ali Abd Raziq bahwa Sekularisasi 

Politik Islam yaitu pemikir politik Islam yang paling 

kontrovensial pada zamannya. Paham dan pendapatnya sangat 

bertentangan dengan para alim ulama al-Azhar dan umat Islam 

lainnya khususnya tentang khilafah dan negara. Gagasan politik 

al-Raziq yang demikian itu terlahir sebagai akibat bergolaknya 

revolusi politik keagamaan yang begitu mendominasi di dunia 

Islam, terutama yang terdekat dengan lingkar kehidupannya 

seperti revolusi Turki 1925 dengan bentuk sekularismenya, 

serta timbulnya nasionalisme Arab yang telah melahirkan 

kerajaan.56 

Sedangkan menurut Nurcholis Madjid bahwa 

Sekularisasi Politik Islam yaitu melihat sekularisasi dalam 

kehidupan politik harus dilakukan, mengingat disatu pihak 

situasi politik Orde Baru menuntut adanya perubahan dalam 

tindakan dan prilaku emosi umat Islam, yang mana idealisme 

akan adanya integrasi merupakan sesuatu yang tidak realitis dan 

utopis, bahkan hanya akan membawa kepada kejumudan dan 

kemacetan pemikiran umat. 57 

Berangkat dari garis persamaan dan perbedaan yang 

telah dikemukakan di atas, penulis menarik titik konklusi, 

bahwa gagasan pemikiran sekulerisasi perspektif Nurkhalis 

                                                           
56 Jumni Nelli,Pemikiran Politik Ali Abd Raziq,....,hal.88 
57 Nurcholis Madjid, Wacana Keagamaan & Politik,...., hal.175. 
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Majid dalam realita konteks politik Islam lebih konseptual dan 

komprehensif, berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Abd 

al-Roziq yang lebih tendensius ke arah pemikiran liberal. 

Pemikiran sekularisasi versi Nurkholis Mesjid tidaklah 

mutlak merujuk kepemisahan secara ekstrim anatara tema dunia 

dan agama, melainkan yang dimaksud sesungguhnya adalah 

desakrilisasi dan rasionalitas. Jadi doktrin Islam jangan 

dipandang sebagai sistem nilai yang bicara soal ukhrawi semata, 

melainkan lebih dimensional meremabah ke segala sisi. Dengan 

kata lain sekulerasi adalah rasionalisasi, yakni meninggal tata 

kerja lama yang tidak produktif ke tata kerja yang produktif 

yang lebih rasional dan berdaya guna. Dalam konteks ini, 

penadapat Nurkhalis tampaknya selaras dengan pernyataan 

Rasul saw. sebagaimana tertuang dalam hadis sebagai berikut:    

ْاللَّه ْ عنهْاللهْرضىْمَال كْ ْب نْ ْأنََسْ  عَنْ  ْرَسُولُ ْقاَلَ :ْ ْقاَلَ ،
ْوَسَلَّمَْ ْعَلَي ه  رتَ ه ْ،ْ :  "صَلَّىْاللَّهُ خ  ْتَ رَكَْدُن  ياَهُْلِ  ْمَن  ليَ سَْب خَي ر كُم 

ن  يَاْبَلاغٌْوَْ يعًاْ،ْفإَ نَّْالدُّ هُمَاْجَم  ن   يبَْم  رَتهَُْل دُن  يَاهُْحَتَّىْيُص  لاْآخ 
رَ  خ   )رواهْالديلمىْوابنْعساكر(.ْ إ لَىْالِ 

Dari Anas Ibn Malik RA. ia berkata, Rasulullah SAW. 

bersabda, “ Kamu tidak dianggap baik, karena mementingkan urusan 

akhirat  semata, sementara mengebaikan urisan akhirat dan 

mementingkan urusan dunia  sementara mengabaikan urusan akhirat. 

Hendaklah keduanya seimbang, karena urusan dunia adalah jembatan 

menuju akhirat dan sekali-kalikamu jangan menyandarkan segala 

ssuatu kepada orang lain. (HR. Al-Dailami dan Ibn ‘Asakir). 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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Gagasan kedua tokoh Ali Abd Raziq dan Nurcholis Madjid. Ali 

abd raziq adalah seorang pemikir Islam kontemporer yang 

berkebangsaan mesir, sementara Nurcholis madjid pemikir yang sama 

berkebangsaan Indonesia. 

Bagi keduanya, politik Islam merupak sebuah keniscayaan 

bahkan keharusan dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa dan 

bernegara yang sistemik. Karena karakter politik adalah dinamis dan 

linier, maka perlu menghadirkan teori pemikiran yang sama. Oleh 

karena itu lahirlah terminologi sekularisasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari keseluruhan pembahasan skripsi yang berjudul 

“Pemikiran Sekularisasi Politik Islam Menurut Ali Abd Raziq Dan 

Nurcholis Madjid (Studi Komperatif)” dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Sekularisasi dalam konteks politik Islam menurut Ali 

Abd Raziq Adalah sebuah pemikiran yang harus 

memisahkan antara otoritas agama dan dunia. Baginya 

pengaturan system ketatanegaraan sepenuhnya 

diserahkan kepada otoritas konsep, teori dan pemikiran 

manusia. 

2.  Sementara menurut Nurcholis Madjid sekularisasi 

bukan berarti secara ekstrim memisahkan agama dan 

Negara. Sekularisasi versi Nurcholis adalah desakralisasi 

yakni tidak memandang bahwa Islam hanya melalui 

bicara soal kesakralan, tapi juga bicara soal duniawi. 

3. Persamaan diantara kedua tokoh tersebut dalam 

pemikiran Ali Abd Raziq dan Nurcholis Madjid bahwa 

Sekularisasi Politik Islam yaituPemisahan antara agama 

dan negara (politik). Tampaknya dengan teorinya ini, ia 

ingin menemukan konsep politik yang Islami, namun 

dibahasakan dengan perlunya pemisahan antara agama 
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dan politik yang keduanya tidak mungkin dapat 

disatukan. 

Perbedaan menurut Ali Abd Raziq bahwa Sekularisasi 

Politik Islam yaitu pemikir politik Islam yang paling 

kontrovensial pada zamannya. Paham dan pendapatnya 

sangat bertentangan dengan para alim ulama dan umat 

Islam lainnya khususnya tentang khilafah dan negara. 

Gagasan politik al-Raziq yang demikian itu terlahir 

sebagai akibat bergolaknya revolusi politik keagamaan 

yang begitu mendominasi di dunia Islam, terutama yang 

terdekat dengan lingkar kehidupannya seperti revolusi 

Turki 1925 dengan bentuk sekularismenya, serta 

timbulnya nasionalisme Arab yang telah melahirkan 

kerajaan. Sedangkan menurut Nurcholis Madjid bahwa 

Sekularisasi Politik Islam yaitumelihat sekularisasi 

dalam kehidupan politik harus dilakukan, mengingat 

disatu pihak situasi politik Orde Baru menuntut adanya 

perubahan dalam tindakan dan prilaku emosi umat 

Islam, yang mana idealisme akan adanya integrasi 

merupakan sesuatu yang tidak realitis dan utopis, bahkan 

hanya akan membawa kepada kejumudan dan 

kemacetan pemikiran umat. 

B. Saran 

Sebagai catatan akhir atas skripsi ini, penulis ingin 

memaparkan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi 

pertimbangan bagi mereka yang sempat meluangkan waktu 

membayaca karya ini, atau bahkan bagi mereka yang 
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berkeinginan melakukan penelitian lanjutan dalam lingkup 

kajian ini. 

1. Skripsi ini masih banyak kekurangannya akan lebih menarik 

lagi jika para peneliti lanjutan dapat memaparkan tentang 

konsep pemikiran politik Islam menurut Ali Abd Raziq dan 

Nurcholis Madjid, karena keduanya tidak detail dalam 

mengungkapkan teori tentang sekularisasi politik Islam. 

2. Semoga karya ilmiah ini bisa menginspirasi bagi yang membaca 

di berbagai kalangan, dan semoga dengan adanya karya ini 

menjadi referensi yang baik. 

3. Akhir kata penulis merasa banyak sekali kekurangan dalam 

skripsi yang berjudul “ Pemikiran Sekularisasi Politik Islam 

Menurut Ali Abd Raziq Dan Nurcholis Madjid (Studi 

Komperatif)”  ini, baik dalam mengekspor pemikiran Ali Abd 

Raziq dan Nurcholis Madjid mengenai Sekularisasi politik 

Islam. Maka dengan penuh ketulusan hati, penulis sangat 

mengaharapkan berbagai kritik atas hasil skripsi ini tentunya 

secara konstruktif, ilmiah dan akademis. 
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